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Syamsul Angniyak, 2020: Perlindungan Hukum Dalam Praktek Simpan Pinjam Di
Pasar Desa Gayam Kec Gayam Kab Sumenep Menurut Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor
Jasa Keuangan dan Hukum Islam
Perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga
negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi
yang melangar akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam
perlindungan hukum terdapat dua bentuk yaitu pelindungan represif (penyelesaian) dan
perlindungan preventif (pencegahan). Praktek simpan pinjam yang terjadi di desa
Gayam yang mayoritas penabungnya juga merupakan pedagang di pasar tersebut.
Adapun lembaga simpan pinjam ini tidak memiliki status badan hukum serta surat izin
untuk menghimpun dana dari masyarakat. Karena kegiatan ini yang perlu diawasi,
mengingat dalam kegiatan itu terikat kepentingan masyarakat yang dananya disimpan.
Maka POJK 07/2013 dan Hukum Islam menetapkan beberapa koridor hukum yang
harus diikuti agar sesuai dengan konsep perlindungan hukum preventif serta tidak ada
pihak yang dirugikan dalam praktek simpan pinjam tersebut.
Adapun Fokus masalah yang diteliti, adalah: 1) Bagaimana praktek simpan
pinjam yang terjadi di pasar Desa Gayam Kec Gayam Kab Sumenep. 2) Bagaimana
implementasi perlindungan hukum dalam praktek simpan pinjam di pasar Desa Gayam
Kec Gayam Kab Sumenep menurut POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 3) Bagaimana impelementasi
perlindungan hukum dalam praktek simpan pinjam di pasar Desa Gayam Kec Gayam
Kab Sumenep menurut Hukum Islam
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui  bentuk praktek simpan pinjam yang
ada di Pasar Desa Gayam serta menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap
nasabahnya menurut POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen
Sektor Jasa Keuangan dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Studi
Kasus (Case Approach), Sementara jenis penelitian adalah kualitatif (field Research),
dengan metode pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi dan
data tersebut dianalisis kemudian diungkapkan dalam bentuk narasi.
Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1) untuk menabung dalam
praktek simpan pinjam tersebut tidak ada persyaratan, dan hanya penabung yang berhak
meminjam uang. Baik nasabah yang menyimpan dan meminjam uang tidak dikenakan
potongan/bunga, dan bagi yang meminjam pembayarannya mengangsur. Serta
dibagikan pada waktu lima hari bulan ramadhan. 2) Adapun bentuk implementasi
perlindungan hukum sudah sesuai dengan POJK Nomor 1/POJK.07/2013. 3) serta
bentuk implementasi perlindungan hukum sudah sesuai dengan koridor Hukum Islam.
Namun yang menjadi probelematika tidak adanya status badan hukum yang jelas dan
izin usaha dari pejabat yang berwenang.
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Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak ke empat di
dunia setelah negara Tiongkok, India dan Amerika Serikat. Menurut data
terbaru tertanggal 01 juli 2019 Total penduduk kesuluhan Indonesia mencapai
jumlah 268.971.000 Jiwa. Apabila di kalkulasi Total sekitar 4.37 % penduduk
dunia berada di Indonesia.1
Dengan menyandang sebagai negara dengan Penduduk terbanyak ke
empat didunia, perekonomian masyarakat di Indonesia yang berkembang
secara cepat dan dinamis maka secara tidak langsung masyarakat juga
membutuhkan dana untuk memenuhi segala aspek dalam kebutuhan sehari-
harinya. Didunia yang modern ini masyarakat yang ingin menyimpan dana,
tentunya secara tidak langsung juga membutuhkan jasa keuangan untuk
menyimpan dan mengamankan harta pribadinya. Tentunya dalam hal ini tidak
terlepas dari pengaruh dan tangung jawab pemerintah dan lembaga swasta yang
membuka jasa dalam praktek simpan pinjam dan regulasi keuangan lainnya.
Berbeda dengan zaman dulu, dimana masyarakat tradisional yang
hanya mengandalkan sistem barter dan atau masih menyimpan uangnya
dikediamannya masing-masing. Namun di dunia yang sudah maju ini baik dari
Instansi pemerintah ataupun swasta yang bergerak dalam membuka jasa
simpan pinjam yang berupa Lembaga Perbankan maupun non Perbankan sudah
1 https://www.Cencus.gov/popclock diakses tanggal 05 November 2019
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tersebar hampir diseluruh pelosok nusantara. Tentunya tujuan utama dari hal
tersebut selain mencari Profit tentunya juga membantu dan sangat dibutuhkan
oleh Masyarakat terutama dalam menyimpan uangnya.
Dalam peraturan tata hukum yang ada di Indonesia Lembaga yang
berhak mengelola dan membuka praktek simpan pinjam merupakan lembaga
yang legal yang telah diatur dalam Perundang-undangan dan memperoleh Surat
Izin dari Kementrian/Dinas yang dimaksud. Adapun lembaga tersebut Baik
lembaga yang berbentuk Perbankan seperti: (Bank Umum ataupun Bank
Perkreditan Rakyat), ataupun non perbankan seperti: (Koperasi, Perum
Pegadaian, Leasing dll).
Perbankan sebagai lembaga Internasional Keuangan (Financial
Intermediary) memiliki peranan penting dalam proses pengembangan Ekonomi
nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk
kredit yang syarat akan peraturan, baik peraturan tentang Perbankan sendiri
maupun peraturan yang terkait. Dibentuknya berbagai perundang-undangan
dan berbagai peraturan yang lain tentunya untuk menjamin adanya landasan
hukum yang kuat untuk menjamin keamanan dan perlindungan hukum bagi
nasabahnya.
Salah bentuk transaksi ekonomi yang sangat digemari oleh masyarakat
adalah Praktek Simpan Pinjam, Yang bertujuan untuk menghimpun dan
menyalurkan kembali dana masyarakat. Adapun dalam dunia perbankan
dikenal dengan istilah menghimpun (funding) dan menyalurkan (lending).
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Sedangkan pengertian simpan pinjam menurut hukum islam disebut juga
dengan Simpan (Wadiah) dan Pinjam (Qardh). Sedangkan istilah simpan
pinjam adalah akad peminjaman harta kepada orang lain dengan ketentuan
adanya pengembalian dengan nilai yang sama.2
Adapun simpan pinjam yang baik dan benar secara hukum dapat dapat
didasarkan dengan adanya perintah dan anjuran dalam peraturan perundang-
undangan dan hukum islam. Agar supaya manusia hidup saling tolong-
menolong dalam hal kebajikan yaitu (memberi manfaat kepada orang yang
sedang dilanda kesulitan)  bukan justru mengeksploitasinya. Adapun Agar
masyarakat mau menyimpan uangnya, maka pihak yang membuka jasa praktek
simpan pinjam tersebut memberikan rangsangan dan kepercayaan sehingga
masyarakat berminat untuk menanamkan dananya.3
Dalam praktek simpan pinjam tersebut aktivitas roda perputaran
ekonomi tidak bisa dilepaskan dari Penabung/nasabah, karena penabung
merupakan faktor penting dalam bisnis perbankan. Oleh karena demikian maka
diperlukan suatu aturan yang dijadikan sebagai rambu-rambu dalam
melaksanakan praktek simpan pinjam tersebut agar supaya sesuai dengan
koridor yang ada dalam peraturan perundangan dalam upaya memberikan
perlindungan hukum. Serta pengelola bisa mewujudkan tujuan utamanya dalam
memberikan pelayanan yang prima agar penabung merasa aman dan nyaman
dalam menyimpan dananya.
2 Ahmad Wandi Muslich, Fiqh Muamalah (Jakarta: AMZAH, 2010), 274
3 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 24
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Dalam kegiatan bermuamalah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk
mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Sebagaimana yang
tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadist:
                  
      
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah
kamu membunuh darimu.” (Q.S An-nisa:29)4
َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل : َالَضَرَر َوالَ ِضرَارَ َعْن َأِيبْ َسِعيٍد َسْعِد ْبِن َماِلِك ِسَناِن اْخلُْدرِيَّ َرِضَي اللَُّه 
Artinya: Dari Abu Said bin Malik bin Sinan al-Khudri Radhyallahu anhu,
Rasulullah Sallahu alaihi wassalam bersabda, “tidak boleh ada
bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.(HR. Ibnu
Majah).5
Pulau Sapudi adalah sebuah pulau diantara gugusan pulau-pulau di
sebelah timur Pulau Madura. Secara Administratif Pulau Sapudi termasuk
wilayah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Pulau ini terbagi menjadi dua
Kecamatan yakni kecamatan Gayam dan Kecamatan Nonggunong. Menurut
data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep tahun 2019 Penduduk di pulau
Sapudi terdiri dari 33.090 jiwa di kecamatan Gayam dan 13.857 di Kecamatan
Nonggunong. Total keseluruhan penduduknya yaitu 46.947 jiwa.6
Dengan jumlah total penduduk mencapai 46.947 jiwa tidak diimbangi
dengan jumlah lembaga keuangan yang ada di Pulau Sapudi baik Perbankan
4 Al-Qur’an, 4:29
5 Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-nawawi, Hadist Arbain Nawawi, terjemah Abu Zur’ah
ath-Thaybi, (Surabaya: Pustaka Syabab, 2007), 29




ataupun Non perbankan. Khususnya yang ada di Kecamatan Gayam kerena
selain sebagai lokasi penelitian, Kecamatan Gayam juga menjadi alamat asal
dari penulis. Jumlah lembaga Keuangan baik Perbankan dan Non Perbankan
yang ada di Pulau Sapudi Khususnya di Kecamatan Gayam hanya ada
beberapa diantaranya:
1) Bank BRI Sapudi
2) BMT NU Cabang Gayam
3) BMT Sidogiri Cabang Gayam
4) BPRS Bhakti Sumekar Cabang Gayam
5) Pegadaian Syariah
Tentunya jumlah tersebut tidak seimbang dengan jumlah penduduk
Pulau Sapudi yang mencapai 46.380 jiwa tersebut. Dapat ditarik kesimpulan
bahwa lembaga keuangan yang ada tidak akan berjalan dengan maksimal untuk
mewadahi seluruh aspirasi dan potensi keuangan masyarakat khususnya dalam
praktek simpan pinjam yang ada di Pulau Sapudi.
Terkait permasalahan tentang kekurangan infrastrukur lembaga
keuangan perlu diperhatikan dan juga menjadi kendala di wilayah terpencil
khususnya di wilayah kepulauan. Maka karena minimnya fasilitas infrastruktur
lembaga keuangan menjadi latar belakang penyebab adanya praktek simpan
yang dilakukan oleh perseorangan (non lembaga) yang ada di pulau Sapudi.
Alasan dibukanya praktek simpan pinjam tersebut menurut pengelola
hanyalah ingin membantu masyarakat dalam menyimpan dananya dan
berorientasi dalam kegiatan Sosial Oriented. Walaupun tujuan utamanya bukan
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untuk mencari laba/profit, namun segala sesuatu yang berkaitan dengan
penabung perlu mendapat perlindungan hukum, mengingat posisi penabung
yang sangat rentan untuk dicuragi dalam aktivitas simpan pinjam tersebut.
Adanya praktek simpan pinjam di Pasar desa gayam yang dikelola oleh
Perseorangan (non lembaga) tentunya terjadi karena minimnya pengetahuan
hukum yang ada dimasyarakat mengenai ketentuan Undang-undang dan
regulasi lain yang berkaitan dengan aktifitas Perbankan. Karena seharusnya
setiap lembaga yang berhak menghimpun dan menyalurkan dana dari
masyarakat merupakan lembaga yang mempunyai izin dari Bank Indonesia dan
instansi yang berwenang.7 Mungkin karena minimnya penyuluhan hukum yang
dilakukan oleh instansi yang berwenang khsususnya untuk masyarakat
terpencil di daerah kepulauan sehingga menyebabkan masyarakat kurang
mengetahui akan aturan yang ada.
Teori Fiksi Hukum adalah asas yang menggangap semua orang tahu
hukum (presumptio iures de jure) yang berarti bahwa semua orang dianggap
tahu hukum. Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak
lulus sekolah dasar atau warga yang tinggal dipedalaman. Dalam bahasa latin
dikenal pula Adagium Ignorantia Jurist Non Excusat, ketidaktahuan hukum
tidak bisa dimanfaatkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum
dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan
7 Lihat Pasal 16 ayat 1 UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Namun sejak disahkannya UU
No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka kewenangan memberikan izin
yang sebelumnya tugas Bank Indonesia beralih ke OJK
digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id
7
perundang-undangan tertentu. Dan tentunya Teori Fiksi Hukum harus juga
diadakan sosilisasi hukum.8
Ketika di telisik lebih dalam salah satu penyebab terjadinya Praktek
Simpan Pinjam tersebut disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat yang ada
di wilayah kepulauan khususnya pulau Sapudi akan aturan yang berlaku.
Sehingga mereka beranggapan bahwa perbuatan yang dilakukan sudah benar
dan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Masyarakat di lingkungan Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten
Sumenep telah melakukan transaksi praktik Simpan Pinjam tersebut sudah
berlangsung sejak lama, sebelum adanya lembaga keuangan yang ada di Pulau
Sapudi. Mereka melakukan kegitan ini untuk saling tolong menolong dan
membantu sesama manusia. Seperti biasa, Praktek tersebut dilakukan di Pasar
Desa Gayam karena pasar merupakan tempat yang ramai dan berkumpulnya
orang dari berbagai penjuru. Prakteknya seperti biasa, penabung yang ingin
membuka praktek simpan pinjam tersebut mendatangi  pengelola simpan
pinjam yang juga berjualan toko kelontong dipasar, dan kebanyakan
penabungnya merupakan pedagang-pedagang dipasar.
Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan diatas serta agar mengetahui
praktek simpan pinjam tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip
perlindungan hukum dalam aturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum islam. Berdasarkan latar Belakang tersebut penulis tertarik mengkaji
secara ilmiah, dengan demikian penulis tertarik untuk mengangkat judul
8 Ali Marwan, Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum, Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Vol 16, No 3, September 2016, (Jakarta: IPHI), 257
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“Perlindungan Hukum Dalam Praktek Simpan Pinjam Di Pasar Desa
Gayam Kec Gayam Kab Sumenep Menurut Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen
Sektor Jasa Keuangan Dan Hukum Islam”
B. Fokus Penelitian
Bagian ini mencantumkan semua faktor permasalahan yang akan dicari
jawabannya melalui proses penelitian.9 Adapun rumusan masalah yang
diangkat dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana praktek simpan pinjam yang terjadi di pasar Desa Gayam Kec
Gayam Kab Sumenep ?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum dalam praktek simpan
pinjam yang terjadi di pasar Desa Gayam Kec Gayam Kab Sumenep
menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013
Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ?
3. Bagaimana impelementasi perlindungan hukum dalam praktek simpan
pinjam yang terjadi di pasar Desa Gayam Kec Gayam Kab Sumenep
menurut Hukum Islam ?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju
dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten
dengan masalah-masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah.10 Sesuai
9 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan karya ilmiah, (Jember: IAIN Press, 2015), 44
10 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 37
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dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara
lain;
1. Untuk mengetahui Bagaimana praktek simpan pinjam yang terjadi di pasar
Desa Gayam Kec Gayam Kab Sumenep.
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum dalam praktek
simpan pinjam yang terjadi di pasar Desa Gayam Kec Gayam Kab
Sumenep menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
3. Untuk mengetahui impelementasi perlindungan hukum praktek simpan
pinjam yang terjadi di pasar Desa Gayam Kec Gayam Kab Sumenep
menurut Hukum Islam.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan
setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang
bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi
dan masyarakat, serta kegunaan penelitian harus realistis.11
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam
pengembangan keilmuan khususnya dalam Perlindungan Hukum dalam




b. Dapat bermanfaat dalam hal mengadakan penelitian yang sejenis
berikutnya, disamping itu juga bisa dijadikan refrensi penelitian yang
lain sesuai dengan bidang penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini di harapkan menjadi penelitian ilmiah yang
dapat dijadikan laporan serta tugas akhir stara 1 (satu) Hukum Ekonomi
Syariah dan menjadi referensi untuk pengembangan kajian-kajian
khazanah keilmuan berikutnya.
b. Bagi Lembaga IAIN Jember
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur bagi
lembaga IAIN Jember, khususnya mahasiswa yang ingin
mengembangkan kajian ilmu dan pemikiran dalam bidang Hukum
Ekonomi Syariah. Dan juga menambah perbendaharaan hasil penelitian
perpustakaan IAIN Jember khususnya Fakultas Syariah, program studi
Hukum Ekonomi Syariah.
c. Bagi Masyarakat.
Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangsih
pemikiran bagi masyarakat agar masyarakat paham akan ketentuan-
ketentuan yang ada dalam Perundang-undangan serta menjadi peraturan
rambu-rambu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang
melawan hukum dalam transaksi ekonomi yang sehat dan saling




Penelitian ini diharapkan dapat menjadi konstruk pemikiran dari
pada pembaca agar bisa menyampaikan point dan aturan yang ada dalam
penelitian ini kepada masyarakat.
E. Definisi Istilah
Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang
menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak
terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh
peneliti.12 Berdasarkan tujuan dan rumusan masalah di atas, maka definisi
yang bisa difahami dari konsep atau judul yang peneliti ajukan antara lain:
1. Perlindungan Hukum.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan
berasal dari kata lindung berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang
berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau
barang. Perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya
pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang
warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melangar akan dikenakan
sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.13 Adapun bentuk-bentuk
perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu: perlindungan
hukum represif (penyelesaian), dan perlindungan hukum preventif
12 Ibid., 45
13 Philip M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya:Bina ilmu, 1987), 2
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(pencegahan). Namun dalam pembahasan skripsi ini lebih ditekankan
kepada Perlindungan Hukum secara Preventif (Pencegahan).
2. Simpan pinjam
Menurut bahasa simpan pinjam simpan pinjam berarti bagian harta
yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah simpan
pinjam adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan seseorang dimana
menerima simpanan ataupun memberikan pinjaman uang kepada
masyarakat dengan ketentuan adanya pengembalian nilai yang sama serta
waktu yang telah disepakati.14
Karena simpan pinjam berasal dari dua kata dan makna yang
berbeda, dan keduanya juga di praktekan dalam simpan pinjam yang ada
di pasar Gayam. Dalam syariat islam simpan sama dengan akad wadiah
dan pinjam sama dengan akad Qardh. Praktek simpan pinjam tersebut
tujuan utamanya hanyalah untuk saling tolong menolong dan membantu
antar sesama umat manusia (sosial oriented).
3. Hukum Islam
Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasakan
wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang
yang sudah dibebani kewajiban) yang diakui berlaku mengikat bagi
seluruh umat manusia pemeluk agama islam.15 Adapun mengenai hukum
islam yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pola kehidupan
14 Dimyauddin Djuaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 254
15 Zainuddin Ali, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 3
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manusia dengan manusia lainnya khususnya dalam bertransaksi ekonomi
dikenal dengan istilah Fiqh Muamalah.
Namun hukum islam dalam pembahasan skripsi ini lebih condong
terhadap pembahasan yang mengatur mengenai kaidah dan koridor hukum
sesuai dengan etika bisnis islam.
F. Sistematika Penulisan
Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang
dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan
sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif.16 Dalam
sistematika pembahasan ini penulis memaparkan tentang bagian skripsi dan
hubungannya dengan antar bagian-bagian tersebut secara sistematis.
BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan dasar dari penelitian
yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.
Diuraikan tentang kajian pustaka yang di dalamnya mencakup penelitian
terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan teori dasar masalah yang
akan diteliti, yaitu dalam hal ini Perlindungan Hukum terhadap dalam praktek
Simpan Pinjam di Pasar Desa Gayam baik ditinjau menurut Hukum positif dan
Hukum Islam.
16 Tim Pedoman, op.cit., 48
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BAB III METODE PENELITIAN Memuat secara rinci tentang jenis
dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknis
analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.
BAB IV HASIL PENELITIAN, berisi tentang penyajian data dan
analisis yang memuat gambaran umum lokasi penelitian, praktik simpan
pinjam ilegal serta analisis penulis yang memuat temuan penelitian dalam hal
perlindungan hukum dalam praktek Simpan Pinjam di Pasar Desa Gayam.
BAB V PENUTUP. Berisi tentang kesimpulan secara ringkas dari
seluruh pembahasan penelitian penulis dan saran yang termuat dalam karya







Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian
terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian
membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum
dipublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya). Dengan melakukan
langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi
penelitian yang hendak dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang
mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, antara lain:
1. Skripsi yang ditulis oleh Nurhayati, 2018. Perlindungan Hukum terhadap
Nasabah Bank Pengguna Jasa Transaksi Elektronik Automated Teller
Machine (ATM) dihubungkan dengan Undang-undang Perlindungan
Konsumen dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (Suatu kajian
pada PT. BTN (Persero) Surakarta) Fakultas Syariah, Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah IAIN Surakarta.1 Adapun fokus penelitiannya yaitu: 1)
Bagaimana Perlindungan Hukum dan tanggung jawab terhadap nasabah
bank BTN Solo dalam transaksi melalui ATM dikaitkan dengan beberapa
aturan hukum yang ada di Indonesia. 2) Bagaimana penyelesaian transaksi
bermasalah dalam pengunaan ATM pada Bank BTN Solo menurut
ketentuan hukum yang belaku di Indonesia
1 Nurhayati, Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Pengguna Jasa Transaksi Elektronik
Automated Teller Machine (ATM) dihubungkan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen
dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (Suatu kajian pada PT. BTN (Persero)
Surakarta), Skripsi (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018)
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Adapun Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan
dan juga menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut
menjelaskan berbagai probelematika penyelesaian sengketa melalui ATM
di Bank BTN Solo baik dalam penyelesaian sengketa litigasi ataupun non
litigasi kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan lainnya seperti UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen,
UU ITE, dan KUHP. Adapun beberapa perbedaan dan persamaan
diantaranya adalah :
a. Perbedaan
1) Dalam penelitian yang ditulis oleh Nurhayati tinjauan hukumnya
diambil dari berbagai sumber hukum diantaranya: UU Perbankan,
UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan KUHP.
2) Fokus penelitiannya ditekankan kepada nasabah pengguna ATM.
b. Persamaan
1) Sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan dan juga
menggunakan pendekatan kualitatif.
2) Pembahasannya lebih banyak kepada perlindungan nasabah  dalam
konsep perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ibnu Mubaidillah, 2018. Perlindungan Hukum
Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Group Pasca Pernyataan Pailit
menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Fakultas Syariah dan Hukum,
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Program Studi Perbandingan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2
adapun fokus penelitiannya sebagai berikut: 1)Apa faktor yang
menyebabkan KSP Mandiri Group mengalami pailit. 2) Bagaimana
Perbandingan Perlindungan Hukum menurut Hukum Positif dan Hukum
Islam. 3) Bagaimana penyelesaian pengembalian dana nasabah KSP
Mandiri Group.
Adapun Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian
kepustakaan menggunanakan metode deskriptif normatif. Skripsi ini
memaparkan mengenai Perlindungan Nasabah KSP Mandiri Group pasca
pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta pusat terkait investasi ilegal. Dan
dikaitnya dengan ketentuan hukum positif dan membandingkan dengan
hukum islam. Adapun beberapa perbedaan dan persamaan diantaranya
adalah :
a. Perbedaan
1) Dalam skripsi ini fokus kepada perlindungan hukum nasabah
sebuah koperasi pasca dinyatakan pailit
2) Jenis penelitian ini yaitu studi kepustakaan (Library Research)
3) Tinjauan hukumnya lebih banyak menggunakan UU No 8 tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen
b. Persamaan
1) Yaitu sama-sama membahasa tentang perlindungan hukum terhadap
nasabah menurut tinjauan hukum positif dan hukum islam.
2 Ibnu Mubaidillah, Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Group




3. Skripsi yang ditulis oleh Tania Thresia Siregar, 2018. Pengawasan Otoritas
Jasa Keuangan terhadap koperasi Simpan Pinjam Ilegal terkait Investasi
Ilegal dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mencegah
pengumpulan dana masyarakat secara ilegal. Fakultas Hukum,
Departemen Hukum Ekonomi, Universitas Sumatera Utara.3 adapun fokus
penelitiannya sebagai berikut: 1) Bagaimanakah Pengaturan dan
pengawasan Otoritas Jasa keuangan terhadap sektor jasa keuangan di
Indonesia. 2) Bagaimanakah bentuk kegiatan investasi ilegal di Indonesia.
3) Bagaimanakah upaya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap
Koperasi simpan Pinjam ilegal terkait Investasi Ilegal dan Usaha Mikro
Kecil menengah (UMKM) dalam mencegah praktek pengumpulan dana
masyarakat secara ilegal.
Adapun metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini deskriftif
normatif dengn jenis penelitian studi kepustakaan. Skripsi ini memaparkan
mengenai upaya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi
Koperasi simpan pinjam ilegal serta Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) dan peran OJK dalam memberikan perlindungan konsumen yang
melakukan investasi pada koperasi Ilegal. Adapun beberapa perbedaan dan
persamaan diantaranya adalah:
a. Perbedaan
1) Dalam skripsi yang ditulis Tania Thresia Siregar pembasannya
lebih kepada peran dan pengawasan OJK terhadap kegiatan
3 Tania Thresia Siregar, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap koperasi Simpan Pinjam
Ilegal terkait Investasi Ilegal dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mencegah
pengumpulan dana masyarakat secara ilegal, Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018)
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Koperasi simpan Pinjam ilegal terkait Investasi Ilegal dan Usaha
Mikro Kecil menengah (UMKM) dalam mencegah praktek
pengumpulan dana masyarakat secara ilegal.
2) Titik fokus pada judul diatas lebih ditekankan kepada suatu
lembaga yang berbadan hukum dalam bentuk koperasi
3) Jenis penelitian ini yaitu studi kepustakaan (Library Research)
berbeda dengan pelitian penulis yang menggunakan metode riset
lapangan.
b. Persamaan
1) Sama-sama membahasa mengenai tindakan pengumpulan dana
masyarakat secara ilegal.
2) Sama-sama membahasa tentang perlindungan nasabah dalam
konsep perlindungan konsumen sektor jasa keuangan
B. Kajian Teori
1. Konsep Pelindungan Hukum
a. Pengertian Perlindungan Hukum
Istilah Perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggirs, yaitu
legal proctection theory. Secara umum, perlindungan berasal dari kata
lindung berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya,
sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang.
Selain itu perlindungan juga mengadung pengayoman dan diberikan
oleh seseorang terhadap orang yang lemah. Dengan demikian,
perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah
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untuk menjamin adaya kepastian hukum untuk memberi perlindungan
kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga
negara tidak dilanggar, dan bagi yang melangar akan dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Perlindungan adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada
subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif
maupun bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Dengan kata
lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu
gambaran tersendiri dari fungsi hukum, yang memiliki konsep bahwa
hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan
dan kedamaian.4
Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian
perlindungan hukum diantaranya adalah.
1) Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah
memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan
orang lain dan perlindungan tersebur diberikan kepada masyarakat
agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh
hukum.
2) Philip M. Harjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah
perlindungan akan hartkat dan martabat, serta pengakuan terhadap
hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum
berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
4 Philip M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya:Bina ilmu, 1987), 2
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3) Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya
hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk
memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari
gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
b. Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum
Untuk dapat menegakan perlidungan hukum, perlu diberlakukan
asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum.
Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip yang berlaku dalam
perlindungan hukum dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan
yaitu: berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan
keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. adapun penjelasannya
sebagai berikut:
1) Asas manfaat, dimaksudkan bahwa segala upaya dalam
penyeleggaraan aktifitas ekonomi harus memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi kepentingan penabung dan pengelola simpan
pinjam secara keseluruhan.
2) Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat
diwujukan secara maksimal baik kepada penabung dan pengelola
simpan pinjam untuk memperoleh haknya dan melaksanakan
kewajibannya secara adil.
3) Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan
keseimbangan antara kepentingan penabung, pengelola simpan
pinjam, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
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4) Asas keamanan, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas
keamanan kepada penabung dalam penggunaan, pemakaian dan
pemanfaatan aktifitas simpan pinjam baik yang menyimpan atau
yang meminjam.
5) Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik penabung dan
pengelola simpan pinjam mentaati hukum dan memperoleh keadilan
dalam penyelenggaraan praktek simpan pinjam, serta negara bisa
menjamin kepastian hukum untuk warganya.5
Aturan hukum berupa Undang-undang maupun hukum tidak
tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman
bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat baik dalam
hubungan dengan individu maupun dengan masyarakat. Aturan ini
menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani dan melakukan
suatu tindakan tertentu. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakan
sesuai dengan realitas di masyarakat sehingga tercapai rasa aman dan
damai. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia,
penegakan hukum harus memperhatikan empat unsur diantaranya :
1) Kepastian Hukum (Rechtssicherkeit)
2) Keadilan Hukum (Gerechtigkeit)
3) Kemanfaatan Hukum (Zeweckmassigkeit)
4) Jaminan Hukum (Doelmatigkeit)6
5 Kaffi Wannatul Ma’wa, Perlindungan Hukum bai Nasabah Penyimpan Lembaga Keuangan
Mikro Syariah yang mengalami Kerugian Finansial, Jurnal Fak Hukum Universitas Brawijaya. 8-
9
6 Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, (Bandung: Sinar Grafika, 2009), 43
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c. Bentuk-bentuk perlindungan hukum
Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya
fungsi hukum untuk mewujdkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan,
kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu
perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan atuan
hukum baik yang besifat preventif (pencegahan) ataupun represif
(pemaksaan) baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka
menegakan peraturan hukum.
Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum
dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaanya yang
sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Menurut P.M
Harjon sarana tersebut dibagi dua macam diantaranya adalah:7
1) Sarana Pelindungan Hukum Preventif, pada hal ini subjek hukum
diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau
pendapatnya sebelum keputusan mendapat bentuk yang definitif.
Tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa.
2) Sarana Perlindungan Hukum Represif, pada hal ini bertujuan untuk
menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh
Peradilan yang berwenang.
Prinsip yang dicantumkan diatas merupakan prinsip negara
hukum. sebagai tujuan utama negara menjamin dan memberikan
perlindungan hukum secara totalitas kepada rakyatnya
7 Philip M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia., 4-5
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d. Perlindungan hukum menurut Hukum Islam
Untuk melindungi kepentingan para pihak didalam lalu lintas
perdagangan dan bisnis, hukum islam menetapkan beberapa asas yang
dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi diantaranya:
1) At-Tauhid, asas pokok dalam kegiatan berbisnis dalam hukum
islam ditempatkan pada asas tertinggi yaitu mengesakan Allah
SWT.8
2) Al-ikhtilaf, dimana asas ini menyatakan bahwa apa saja yang
dimiliki oleh manusia hakekatnya merupakan titipan dari Allah,
manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan
kepadanya.9
3) Al-Ihsan, artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat
memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa ada kewajiban
tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan
tersebut.
4) Al-amanah, setiap pelaku usaha adalah pengemban amanah untuk
masa depan dunia dan isinya (khalifa fi al-ardhi), oleh karena itu
apapun yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan dihadapan
manusia dan sang pencipta (Allah SWT).
5) As-Shiddiq, perilaku jujur yang harus ditanamkan dan paling utama
dalam kegiatan berbisnis.
8 Yusuf Al-Qadhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia




6) Al-adl, adalah keadilan atau keseimbangan, kesetaraan yang
menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan
harmonisasi segala sesuatu dialam semesta ini.
7) Al-Khiyar, hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum islam
untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dan
konsumen
8) At-taawun, merupakan tolong menolong yang memiliki artian
sangat penting karena tidak ada satupun manusia yang tidak
membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga tolong menolong
merupakan keniscayaan dalam meningkatkan kebaikan dan
ketaqwaan kepada Allah SWT.
9) Keamanan dan Keselamatan, dalam hukum islam ada lima hal yang
wajib dijaga dan dipelihara (al-dharuriyat al khamsah) yaitu:
a) Memelihara agama (hifdh al-din)
b) Memelihara jiwa (hifdh al-nafs)
c) Memelihara akal (hifdh al-aql)
d) Memlihara keturunan (hifdh an-nasl)
e) Memelihara harta (hifdh al-mal)10
10) At-taradhin, yaitu kerelaan antara kedua belah pihak di
implementasikan dengan sighat (ijab dan qobul)
10 Nur Khalis, Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang




2. Simpan pinjam menurut Hukum Positif dan ruang lingkupnya.
a. Pengertian simpan pinjam
Menurut R Setiawan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum,
dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam pasal
1313 KUHPerdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau
lebih.11 Adapun dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan
bahwa unsur-unsur perjanjian adalah:
1) Ada para pihak
2) Adanya persetujuan dari pihak tersebut
3) Ada tujuan yang akan dicapai
4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan
5) Ada syarat-syarat tertentu
Definisi simpan pinjam sama dengan definisi pinjam meminjam
yang terdapat dalam pasal 1754 KUHPerdata yatu perjanjian dimana
pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sutau jumlah
barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa akan
mengembalikan sejumlah yang sama dari barang-barang tersebut.
Dalam pasal tersebut objek utamanya merupakan barang yang dapat
diganti dengan keadaan dan jenis yang sama maupun berupa uang.
11 Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta:kencana, 2015), 285
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Adapun menurut istilah Simpan pinjam berasal dari dua
kata yang terdiri dari Simpanan dan Pinjaman yang tentunya dari dua
kata tersebut berbeda makna dan akadnya.  Secara istilah simpan
pinjam adalah suatu akad dimana seseorang memberikan sejumlah
simpanan uang yang dikumpulkan kemudian kembali dipinjamkan
kepada seseorang yang membutuhkan dan wajib dikembalikan sesuai
dengan perjanjian yang telah disepakati antara penabung dan pengelola
simpan pinjam.
b. Kewajiban si peminjam dan orang yang meminjamkan
Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam uang (hutan piutang),
maka pihak penerima pinjaman (debitur) menjadi pemilik dari
barang/uang yang dipinjamkannya dan apabila barang tersebut musnah
bagaimanapun juga maka hal tersebut merupakan tanggung jawabnya
(Pasal 1755 KUHPerdata). Sedangkan dalam pasal 1759 KUHPerdata
menyatakan bahwa orang yang meminjamkan tidak dapat meminta
kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang
telah ditentukan dalam perjanjian. 12
Selanjutnya pada pada pasal 1763 KUHPerdata dijelaskan
bahwa orang yang menerima pinjaman sesuatu baik barang/uang,
diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama
dan pada waktu yang ditentukan.
12 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 440
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c. Meminjamkan dengan bunga
Menurut pasal 1765 KUHPerdata, adalah diperbolehkan
memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang yang
menghabis karena pemakaian. Bunga yang diperjanjikan dalam
perjanjian boleh melampaui bunga yang diatur oleh Undang-undang
asalkan tercapainya keseapakatan diantara kedua belah pihak. Adapun
macam-macam bunga yang diatur dalam Undang-undang diantaranya:
1) Bunga Muratoir, yaitu bunga yang terhutang karena Debitur
terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang. Dalam
bunga yang ditentukan berdasarkan Undang-undang sebesar 6 %
(enam persen) setahun
2) Bunga Konventional, yaitu bunga yan disepakati para pihak.
Mengenai besaran bunga konventional dapat ditentukan bersama
oleh para pihak yang dituangkan dalam perjanjian serta bisa
mengenyampingkan besaran bunga menurut Undang-undang.
Sesuai dengan asas Pacta Sur Servanda.
3) Bunga Kompensatoir, yaitu semua bunga, diluar bunga yang
diperjnajikan. Dalam bunga kompensatoir hampir sama dengan
bunga muratoir, namun kreditur bisa membuktikan kerugiannya
dimuka pengadilan.13
13 J Satrio, Hukum Perikatan Pada Umumnya, (Jakarta: Alumni, 1997), 156
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3. Simpan Pinjam menurut Hukum Islam dan ruang lingkupnya.
Sesuai dengan pengertian diatas bahwa simpan pinjam terdiri dari
dua kata yakni simpan dan pinjam. Adapun perbedaan makna diantara dua
pengetian tersebut juga berdampak pada perbedaan akad. Dalam hukum
islam praktek simpan sama dengan akad Wadiah yaitu titipan sedangkan
praktek pinjam termasuk dalam akad Qardh yaitu utang-piutang/pinjam
meminjam. Secara global simpan pinjam atau hutang piutang termasuk
kegiatan muamalah yang disyariatkan dalam islam untuk tolong menolong
dan membantu antar sesama dalam mewujukan kemaslahatan dan
menghindari kemudharatan.14
1) Akad titipan (Wadiah)
(1) Pengertian akad Wadiah
Dalam Fiqih Muamalah, prinsip titipan atau simpanan
dikenal dengan nama prinsip Wadiah. Secara Etimologi, kata
Wadiah berasal dari kata wada’a as-syai jika ia meninggalkan pada
orang yang menerima titipan. Adapun Wadiah secara Terminologis,
yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga
hartanya tanpa kompensasi (ganti).15
Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang
menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan
untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan tersebut harus
dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan serta diambil
14 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 125
15 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: kencana, 2012), 282
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sewaktu dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya. Jadi makna
wadiah dapat disimpulkan menjadi dua orang yang memberi dan
menerima titipan.16
(2) Jenis-jenis akad Wadiah
Jenis dari wadiah ada dua, yaitu Wadiah Yad Amanah dan
Wadiah Yad Dhomanah. Adapun pengertian kedua akad wadiah
diatas adalah:
1) Wadiah Yad Amanah merupakan titipan murni dari pihak yang
menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak
penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan
serta tidak diperkenankan untuk memanfaatkanya. Penerima
titpan akan mengembalikannya saat barang tersebut
dibutuhkan.17
Pada dasarnya penerima simpanan Yad Amanah tidak
bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi
pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau
kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang
titipan karena faktor-faktor diluar batas kemampuan.18
2) Wadiah Yad Dhomanah adalah akad antara kedua pihak satu
pihak sebagai pihak yang menitipkan (anggota) dan pihak lain
sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan
dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dalam keaadan utuh.
16 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), 59
17 Ibid., 60
18 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet 1, 86
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Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam
bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.
Selain itu akad wadiah Yad Dhomanah merupakan akad
penitipan barang atau uang (umumnya berbentuk uang) kepada
lembaga keuangan, namun lembaga keuangan memiliki hak untuk
mendayagunakan dana tersebut. Atas ini pihak deposan akan
mendapat imbalan berupa bonus yang kebijakannya tergantung
manajemen lembaga keuangan. Akad tersebut dapat diterapkan
dalam penghimpunan dana dari pihak ketiga antara lain giro dan
tabungan.19
2) Dasar Hukum akad Wadiah
1) Al-Qur’an
Surah An-Nisa ayat 58
               
               
   
Artinya: Sesungguhnya allah menyuruh kamu untuk menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh
kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya
kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya
Allah maha mendengar lagi maha melihat. 20





أَدَّ اَألَمانََة ِإَىل َمْن أَئَتَمَنَك َوَال َختُْن َمْن َخاَنَك 
Artinya: “Serahkanlah amanah orang yang mempercayai engkau,
dan jangan kamu menghianati orang yang mempercayai
engkau”. (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Al-
Hakim).21
3) Ijma
Jumhur ulama sepakat diperbolehkannya wadiah karena
ibadah sunnah. Dalam kitab Mubdi disebutkan ijma dalam setiap
masa diperbolehkan Wadiah. Dalam kitab Ishfar disebutkan para
jumhur ulama sepakat bahwa Wadiah termasuk ibadah sunah dan
menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala.
4) Fatwa Dewan Syaiah Nasional (DSN)
Dalam Fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Tabungan juga diatur mengenai jenis tabungan yang berdasarkan
akad Wadiah. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
a) Bersifat Simpanan
b) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan
kesepakatan
c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk
pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak Bank.22
21 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), 286
22 Lihat Fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
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3) Rukun dan Syarat akad Wadiah
Rukun wadiah adalah hal-hal yang terkait atau harus ada
didalamnya yang menyebabkan terjadinya akad Wadiah. Adapun rukun
wadiah yaitu
1) Muwaddi (orang yang menitipkan)
2) Wadi’i (orang yang dititipkan barang)
3) Wadiah (barang yang dititipkan)
4) Sighat (ijab dan qobul)
Sedangkan syarat wadiah terdiri dari:
1) Syarat bagi muwaddi dan wadi’i adalah orang yang mampu
mengelola hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab
(aqidain), Merdeka, baligh, berakal sehat. Jadi untuk anak kecil,
orang gila tidak disyaratkan karena akad wadiah mengandung
resiko penipuan.23
2) Objek yang titipkan merupakan barang yang yang bisa untuk
disimpan. Apabila barang tidak bisa disimpan maka tidak boleh
dititipkan seperti halnya burung di udara, atau benda jatuh ke dalam
air.
3) Sighat harus dinyatakan secara tegas baik secara ucapan atau
perbuatan
23 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 246
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4) Akad utang piutang (Qardh)
(1) Pengertian Akad Qardh
Secara etimologis qardh merupakan bentuk masdar dari
qarada asysyai’-yaqridhu, yaitu berarti berarti dia memutuskan.
Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Al-Qardh
adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun
qardh secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang
yang akan memanfaatkan dan mengembalikan gantinya dikemudian
hari.24
Definisi lain yang berkembang dikalangan fuqaha’ Al-Qardh
dengan pengertian lain adalah suatu akad yang bertujuan untuk
menyerahkan harta mislihat kepada pihak lain untuk dikembalikan
dengan barang yang sejenis. Dari definisi tersebut tampaklah bahwa
sesungguhnya hutang piutang merupakan bentuk muamalah yang
bercorak ta’awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi
kebutuhannya.
Di samping pendapat para ahli, Fatwa Dewan Syariah
Nasional mendefinisikan hutang piutang adalah pinjaman yang
diberikan pada nasabah (muqtarid) yang memerlukan. Nasabah Al-
Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada
waktu yang telah disepakati bersama25.Dari beberapa definisi di atas
dapat disimpulkan bahwa hutang piutang merupakan perjanjian




antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dengan objek
yang diperjanjikan dan akan dikembalikan dalam jangka waktu
tertentu sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
(2) Dasar Hukum
1) Al-Qur’an
Memberi hutang atau pinjaman kepada orang lain yang
sangat membutuhkan adalah hal yang dianjurkan, karena
didalamnya terdapat unsur tolong menolong. Adapun Dasar
hukum hutang piutang atau qardh dalam Al-Qur’an diantaranya
adalah sebagai berikut:
a) Surah Al-Baqarah ayat 245
            
          
Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah
SWT., pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya
dijalan Allah SWT), maka Allah SWT. akan melipat
gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat
ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan
melapangkan (rizki) dan kepada-Nya lah kamu
dikembalikan.”26
b) Surat Al-Hadid ayat 11
ِعَفهُ  َأْجٌر َكِرٌمي ۥَٓوَلهُ ۥَلهُ ۥمَّن َذا ٱلَِّذى يـُْقِرُض ٱللََّه قـَْرًضا َحَسًنا فـَُيضَٰ
Artinya : Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah
pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-
gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia
akan memperoleh pahala yang banyak27
26 Al-Qur’an 2:245




a) Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah bersabda:
رًا ِمْن ِسنَِّه, ِاْستَـْقَرَض َرُسْوُل  اللَِّه َصلَّى اللََّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِسنَّ, فََأْعَطى ِسنا َخيـْ
َوقَاَل: ِخَيا رُُكْم َأحا ِسُنُكْم َقَضاًء. (رواه أمحد والّرتمذّي وصّححه)
Artinya : “Rasulullah SAW pernah meminjamkan seekor unta
muda lalu beliau mengembalikan unta yang lebih
baik usianya dari yang dipinjamkan, dan beliau
bersabda: sebaik-baiknya kalian adalah yang paling
baik mengembalikan hutangnya.” (HR. Ahmad dan
At- Tirmidzi).28
b) Dari Abu Jabir bin Abdulah, ia mengatakan
َعَلْيِه َوَسلََّم َدْيٌن, فـََقَضاِىن َورَاَدِىن َكا نَِلى َعَلى النَِّيبِّ َصَلى اللَُّه 
Artinya : Aku pernah mempunyai hutang pada Nabi SAW lalu
aku membayar hutangnya itu dan menambahinya.
(Shahih: Muttafaq Alaih).29
3) Ijma’
Selain dasar hukum berasal dari Al-Qur’an dan Al-Hadits,
para ulama’ sepakat bahwa Al-Qardh boleh dilakukan.
Kesepakatan ulama ini didasari pada kebiasaan manusia yang
tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain.
Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia
butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam merupakan solusi
sudah menjadi satu bagian dari kehidupan ini. Islam adalah
28 Syaikh Faisol Bin Abdul Aziz Al Mubarok, Ringkasan Nailul Authar (Jakarta: Pustaka Azzam,
2012), 118.




agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan
umatnya. 30
a. Rukun dan syarat hutang piutang (Al-Qardh)
Adapun rukun Al-Qardh terdiri dari:
1) Muqrith, orang yang mempunyai barang untuk dihutangkan
2) Muqtarith, orang yang mempunyai hutang
3) Muqtaradh, objek yang dihutangkan
4) Sighat, akad (ijab dan qobul)
Sedangkan syarat hutang piutang (Al-Qardh) terdii dari:
1) Syarat bagi muqrith dan muqtairith adalah orang yang mampu
mengelola hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab
(aqidain). merdeka, baligh, berakal sehat. Jadi untuk anak kecil, orang
gila tidak di syaratkan. Selain itu juga disyaratkan tidak ada paksaan.
2) Objek yang dihutangkan merupakan barang yang bermanfaat, bernilai,
dan dapat dipergunakan. Dan tidak disyaratkan objek tersebut berupa
jasa.
3) Akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di
luar hutang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqridh
(pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan dengan memberikan
keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, para fuqaha
berpendapat bahwa hal demikian ini haram hukumnya.31
30 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press,
2001), 132
31 Rachmat Syafi’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia,2004), 155
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b. Tambahan dalam hutang piutang
Akad hutang piutang merupakan akad yang dimaksudkan untuk
menolong manusia dalam menghadapi berbagai urusan dan
memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad hutang piutang bukanlah
salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukanlah metode
untuk mengeksploitasi orang lain.
Oleh karena itu diharamkan bagi pemberi hutang mensyaratkan
tambahan dari hutang yang dia berikan ketika mengembalikannya. Para
ulama sepakat jika pemberi hutang mensyaratkan untuk adanya
tambahan, kemudian si pengutang menerimanya, maka itu adalah riba.
Adapun Hadist nabi yang mengatur tentang hal tersebut:
َفَعًة فـَُهَو رِبًا).  َعْن َغِليَّ قًاَل : قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم (ُكلُّ قـَْرٍض َجرَّ َمنـْ
احلارث بن اىب أسامة, واسناده ساقطرواه
Artinya : “Dari Ali, ia berkata: telah bersabda Rasulullah Saw. Tiap-
tiap untuk yang menarik faidah, maka yaitu riba.” (HR.
Harits bin Abi Usamah).32
Yang dimaksud dengan mengambil manfaat dari hadist di atas
adalah keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang
disyaratkan dalam akad utang piutang. Bila kelebihan itu adalah
kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang
diterimanya, maka hal demikian bukanlah riba, dan diperbolehkan serta
menjadi kebaikan bagi si pengutang.
32 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah),  (Jakarta: Kencana,2016), 338
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c. Penjelasan tentang riba.
Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-
masing adalah riba hutang piutang dan riba jual-beli. Kelompok
pertama, riba hutang piutang, terbagi menjadi riba qardh dan riba
jahiliyah. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba
fadhl dan riba nasiah
1) Riba qardh, adalah riba yang terjadi karena dalam akad yang
bersangkutan, pihak yang meminjamkan menuntut pengembalian
lebih kepada pihak yang dipinjami yang dituangkan dalam akad.
Contohnya seseorang meminjamkan uang sebesar 1.000.000 namun
pada saat beberapa bulan kemudian muqtarith harus
mengembalikan uang tersebut lebih dari pinjaman awal. Para ulama
sepakat bahwa mensyaratkan kepada yang berhutang agar
memberikan tambahan, lalu dia pun menerima persyaratan tersebut,
maka pengembalianya merupakan riba yang dilarang oleh syariat
islam.33
2) Riba Jahiliyah adalah hutang yang dibayar melebihi dari pokok
pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana
pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. 34Riba jahiliyah terjadi
karena adanya hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena
peminjam tidak mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.
Ketidakmampuan mengembalikan hutang ini kemudian




dimanfaatkan oleh pihak pemberi hutang untuk mengambil sebuah
keuntungan.
3) Riba Fadhl adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang jenis
yang tidak memenihi kreteria secara: (a) kualitas (mitslan bi
mitslin), (b) kuantitas (sawaan bin sawain), (c) penyerahan yang
tidak dilakukan secara tunai (yadan bin yadin). Adapun komoditi
ribawi yang dimaksud: emas, perak, gandum, sya’ir, kurma dan
garam. Pertukaran jenis ini mengandung ketidakjelasan (gharar)
bagi kedua belah pihak terhadap barang yang dipertukarkan.
Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan dzalim terhadap
salah satu pihak, kedua belah pihak dan pihak-pihak lainnya.
4) Riba Nasiah, merupakan yang timbul akibat hutang piutang yang
tidak memenuhi kreteria untung muncul bersama resiko (al-ghunmu
bil ghurmi), dan hasil usaha yang muncul bersama biaya (al-kharaj
bi dhaman). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran
kewajiban yang menanggung beban, hanya bukan karena
berjalannya waktu. Riba nasi’ah muncul karena adanya perbedaan,
perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini






Metode penelitian merupakan langkah dan cara dalam mencari,
merumuskan, menggali data, menganalisis, membahas dan menyimpulkan
masalah dalam penelitian. Secara umum metode penelitian pada dasarnya
merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan
tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu di
perhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.1
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
empiris dengan metode kualitatif (field Research), yaitu suatu prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku
yang diamati dari subyek itu sendiri. Bahan-bahan tersebut disusun secara
sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti.
2. Pendekatan Penelitian
Adapun jenis pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah
Pendekatan Studi Kasus (Case Approach)2. Pendekatan ini dilakukan untuk
mengetahui fonemena kasus yang ada dilapangan yang berkaitan dengan
perlindungan hukum dalam praktek simpan pinjam khusunya yang terjadi di
Pasar Desa Gayam
1 Sugiyono, Metode penelitian (Bandung: Alfabeta, 2010), 2




Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai lapangan
penelitian atau tempat dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah
penelitian biasanya berisi tentang desa, organisasi, peristiwa, teks dan
sebagainya. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian di dalam skripsi ini adalah
di Pasar Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kab Sumenep. Lokasi ini di jadikan
tempat penelitian karena di merupakan tempat kepualauan dimana tingkat
pemahaman hukum masih rendah khsususnya dalam bidang simpan pinjam.
C. Subjek Penelitian
Penelitian ini menggunakan key informan dalam pengumpulan data.
Dalam hal ini peneliti akan menggali data dari orang  yang dianggap paling
tahu tentang apa yang peneliti harapkan. Data dalam penelitian ini adalah
semua data dan informasi yang diperoleh dari para informan yang dianggap
paling mengetahui secara jelas mengenai fokus penelitian yang akan diteliti.
Selain itu diperoleh dari hasil dokumentasi yang menunjang terhadap data yang
berbentuk kata-kata tertulis maupun tindakan. Dalam penelitian ini, sumber
data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder, tersier.3
a. Data Primer
Sumber data Primer ini merupakan sumber data pokok yang dibutuhkan
oleh peneliti. Penelitian ini memiliki berbagai subjek yaitu seseorang yang
membuka praktek simpan pinjam (Hj Isniwati) dan para penabung (Ibu
ruhma, Essu dan Niwati)




Data sekunder yang diperoleh oleh peneliti disini mengunakan rujukan
yang berkaitan dengan judul, diantaranya: Buku, Undang-undang, Skripsi,
Jurnal, Artikel dll.
c. Tersier
Data tersier yang diperoleh oleh peneliti disini mengunakan rujukan
yang berkaitan dengan judul, diantarnya: Kamus Hukum, Kamus Bahasa
Indonesia, Eksiklopedia dll.
D. Teknik Pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai
teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti
melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti
mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek
kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai
sumber data. 4 Dalam penelitian ini diguanakan metode pengumpulan data
sebagai berikut:
1. Wawancara
Wawancara merupakan proses tanya jawab antara informan dan peneliti
yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka
secara langsung mendengarkan informasi-informasi atau keterangan yang
dibutuhkan5. Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk
suatu tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan secara langsung
4 Sugiyono, Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,2016),  241
5 Djamal, Paradigma penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 75
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dari seseorang atau informan. Wawancara dalam hal ini bertujuan
mengetahui bentuk praktek simpan pinjam ilegal
2. Observasi
Observasi merupakan cara pengumpulan data yang digunakan untuk
mengkur tingkah laku atau proses terjadinya kegiatan yang dapat diamanti
secara langsung. Observasi memungkinkan bagi peneliti untuk mendapatkan
data yang tidak didapat dalam wawancara. Sehingga observasi sangat efektif
untuk mencari data lebih banyak lagi. Dalam penelitian ini maka observasi
dilakukan di pasar desa Gayam, ke Gayam, Kab Sumenep, untuk
mengetahui fenomena yang terjadi di sekitar kita.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan dalam pengumpulan
data dari foto, rekaman, catatan khusus dan lain sebagainya. Melalui teknik
ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang ada di lokasi
penelitian yang berkaitan denga penelitian ini yang didapat dari informan.6
Dalam penelitian ini dipelihatkan bukti-bukti atas transasksi yang telah di
lakukan.
E Analisis Data
Analisi data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak belum memasuki
lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai dari lapangan, dan setelah
selesai di lapangan proses analisis yang dilakukan dengan cara menelaah
6 Cholid Narbuko Dkk, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 70
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seluruh data dan membandingkan dengan hal yang sesuai dengan kenyataan
yang tejadi di lapangan.
Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan Analisis Deskriptif
Kualitatif dan Content Analisis, artinya berusaha memberikan gambaran secara
sistematis mengenai praktek yang terjadi di lapangan serta dihubungkan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.data tersebut diperoleh dai
beberapa tinjauan serta menganlisis untuk mendapatkan kesimpulan yang
benar.7
Untuk menganalisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif yang
berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Dalam model analisis yang
dikembangkan terdapat tiga langkah analisis data yaitu: Data Reduction
(reduksi data), Display data (penyajian data), conclusion (kesimpulan).
1. Reduksi Data (data reduction)
Langkah awal adalah reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan,
pemutusan perhatian, pada penyederhanaan.8 Reduksi data juga dapat
diartikan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal
yang penting dicari pola dan temannya. Pada kegiatan ini lebih
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang hal tidak perlu
dari data yang diperoleh di Lapangan. Data yang dipilih akan memberikan
gambaran yang jelas, dan akan mempermudah peneliti untuk mendapatkan
data selanjutnya.
7 Mundir, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Jember: Stain Press, 2013), 208
8 Mamang Sangadji, Metodelogi Penelitian pendekatan Praktis dalam penelitian, (Yogyakarta:
CV Andi Offset, 2010), 199
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2. Penyajian data (Display Data)
Data yang kedua adalah penyajian data (Display Data). Setelah
reduksi maka langkah selanjutnya adalah meyajikan data. Dalam langkah
ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,
hubungan antar kategori. Data yang peneliti sajikan adalah data yang
berkaitan dengan masalah penelitian, sehingga data tersebut dapat
disajikan.
3. Kesimpulan (Conclusion)
Langkah yang ketiga yakni menarik kesimpulan dan verifikasi data.
Pada langkah ini peneliti akan mencari makna dari kata yang sudah
tekumpul dan dikelompokan sebelumnya, kemudian peneliti akan menarik
kesimpulan pada kelompok tersebut untuk kemudian dicocokan dengan
teori yang ada. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan
adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.
Temuan dapat berupa diskripsi/gambaran suatu objek  yang sebelumnya
masih kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas
F. Keabsahan Data
dalam penelitian ini peneliti akan mengroscek kembali data-data yang
telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan melibatkan dokumen yang
ada agar data yang diperoleh oleh peneliti dapat diuji keabsahannya. Dalam
menguji keabsahan data ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Yang
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dimaksud dengan triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan dengan
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut sebagai pembanding9
G. Tahap-tahap penelitian
Dalam penelitian ini perlu adanya tahap-tahap penelitian terkait bagaimana
yang akan dilakukan oleh peneliti mulai dari pendahuluan, pengembangan
desain, penelitian sesunguuhnya dan sampai pada tahap penulisan laporan.10
Berikut penjelasannnya :
1. Tahap Pra Lapangan
Tahap penelitian lapangan terdapat enam tahapan penelitian tersebut
diantarnya:
a. Penyusunan perancangan penelitian
b. Memilih lapangan penelitian
c. Menentukan fokus penelitian
d. Konsultasi fokus penelitian
e. Terjun langsung ke lokasi penelitian
f. Menyiangkan perlengkapan penelitian
2. Tahap Lapangan
Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung ke
lokasi penelitian mula mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu
dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi
a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri





c. Pengumpulan data atau informasi mengenai fokus penelitian
d. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur peneliti yang telah
ditetapkan.
3. Tahap akhir penelitian lapangan
Tahap ini merupakan tahap akhir dari penelitian, pada tahap ini pula
peneliti mulai menyusun laporan hasil penelitian dengan menganlisis data
yang telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing karena mungkin ada
revisi untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal. Laporan yang
selesai siap untuk dipertanggungjawabkan didepan penguji.
a. Penarikan kesimpulan
b. Menyusun data yang telah ditetapkan
c. Kritik dan saran
4. Tahap penelitian laporan, meliputi kegiatan:
a) penyusunan hasil penelitian, b) konsultasi hasil penelitian, 3) perbaikan





PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS
A. Gambaran Objek Penelitian
1. Sejarah Desa Gayam, Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep
Dahulu sejak tahun 1900an desa Gayam memiliki nama Desa
Pasisir. Hal tersebut karena jaraknya yang dekat dengan laut dan berada
tepat dipinggiran pantai pulau sapudi. Namun pada saat terpilihnya kepala
desa pertama yaitu bapak Aminudiin yang tidak dijelaskan awal tahun
menjabat sebagai kepala desa namun beliau berhenti jadi kepala desa pada
tahun 1925. Nama Gayam bermula dimana saat itu ada pohon Gayam yang
sangat besar tepatnya yang tumbuh di Pasar Tradisional desa gayam yang
saat ini menjadi lokasi Penelitian.
Sering lambat laun nama Gayam juga dipakai dengan nama dusun
disana dan juga nama kecamatan yang ada di pulau Sapudi. Lalu setelah itu
dua dusun yang lainnya yaitu dusun Bansanik dan Dusun Banassem.
Pemberian namanya juga diambil dari nama pohon yang banyak tumbuh di
wilayah tersebut. Bansanik karena banyak pohon sannik dan Banassem
karena banyak pohon asam.1
1 Observasi Di desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, 1 juli 2020
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2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gayam, Kecamatan Gayam,
Kabupaten Sumenep.
NO NAMA JABATAN
1 H. As'ari, S. Pd kepala Desa
2 Raihannah Sekretaris Desa
3 Haenur Rasyidi Kasi Pelayanan
4 Kandar Kasi Kesejahteraan
5 Arya Jaka Samudra Kasi Pelayanan
6 Aryono, BA Kaur Tata Usaha dan Umum
7 Imam Hanafi Kaur Perencanaan
8 Ahmad Yunus Kaur Keuangan
9 Dedy Agus B Staff Kaur Keuangan
10 Kurniawan Agus E Kepala Dusun Gayam
11 Adiyanto kepala Dusun Bansanik
12 Masriyanto kepala dusun Banasem
13 Dedy Agus Budiono Operator SID/Profile Desa
3. Visi dan Misi Desa Gayam, Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep
Visi
“Terwujudnya Desa Gayam yang sehat rapi, aman, sejahtera dan indah
dengan dukungan sumber daya manusia yang maju dan mandiri, berkualitas
dan berakhlak mulia melalui pembangunan yang harmonis berbasis pada
sektor unggulan.”
Misi
a. Mewujudkan Desa Gayam yang bersih, sehat dan indah, serta senantiasa
aman dari berbagai wabah penyakit.




c. Mewujudkan kerjasama yang harmonis antara masyarakat, aparat
pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa dalam melaksanakan
pembangunan.
d. Mewujudkan Desa gayam menjadi desa yang selalu terdepan dalam
melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan sektor-sektor
unggulan.2
4. Letak Geografis Desa Gayam, Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep
Desa Gayam merupakan salah satu desa yang berada pesisir pantai
selatan Pulau Sapudi yang masuk dalam kecamatan Gayam Kabupaten
Sumenep. Desa Gayam merupakan desa yang sangat dekat dengan laut dan
pelabuhan yang merupakan posisi strategis dan sebagai pusat peradaban yang
ada di Pulau Sapudi.
Kawasan strategis yang dekat dengan laut dimanfaatkan oleh
penduduk yang rata-rata bermata pencaharian sebagai nelayan. Penduduk
desa Gayam beragam asal usulnya, sebagian besar penduduk pribumi yang
merupakan keturunan dari nenek moyang, dan sebagian juga pendatang yang
menikah dan menetap di Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten
Sumenep.
Desa Gayam yang terletak di pingggir pantai Pulau Sapudi, dengan




2 Tim Perumus RPJM Desa Gayam, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa




5. Batas wilayah Desa Gayam, Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jambuir
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Madura
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pancor
d. Sebelah barat berbatasan dengan desa Kalowang4
6. Jumlah penduduk Desa Gayam, Kecamatan Gayam Kabupaten
Sumenep
a. Laki-laki :  2.116
b. Perempuan :  2.423
c. Jumlah :  4.5395
7. Gambaran umum Pasar Desa Gayam
Pasar Desa Gayam merupakan Pasar tertua sekaligus pasar terbesar
yang ada di pulau Sapudi. Posisi pasar Gayam sangat strategis, karena berada
di pinggiran jalan protokol serta dekat pula dengan pelabuhan Sapudi yang
merupakan salah satu akses penyebrangan lintas pulau.
Pasar gayam setiap hari selalu beroperasi dari senin sampai minggu,
namun hari pasarannya dimana hari tersebut sangat ramai dengan
pengunjung dari seluruh penjuru desa di pulau sapudi yaitu pada hari Selasa,
Kamis, dan Sabtu. Berbagai macam pedagang memadati pasar Gayam, serta
posisisnya juga dekat dengan Super Market yang ada di Pulau Sapudi.
Menurut sejarah mengapa Pasar Gayam disebut sebagai pasar tertua





beredar cerita yang ada di masyarakat serta erat pula dengan sejarah Desa
gayam. Menurut informasi dari perangkat desa yang menyebutkan bahwa
sebelum adanya nama desa Gayam, dahulu ada pohon besar yang diberi
nama pohon Ghejem. Pohon tersebut tepatnya berada didepan Pasar
tradisional, berdasarkan latar belakang sejarah tersebut nama Gayam
diangkat menjadi nama Desa bahkan hingga saat ini. Data tersebut
menyatakan bahwa Pasar Gayam lebih tua dari pada Desa Gayam.6
8. Gambaran Umum praktek simpan pinjam di pasar desa Gayam.
Pasar yag notabene menjadi pertemuan masyarakat dari berbagai
penjuru serta tempat perputaran roda perekenomian. Tentunya hal tersebut
juga tidak bisa terlepas dari praktek simpan pinjam. Praktek simpan pinjam
tersebut sudah menjadi kebiaasan masyarakat bahkan sebelum adanya
lembaga keuangan yang ada di Pulau Sapudi.
Praktek simpan pinjam yang ada di Pasar Gayam ada beberapa yang
dilakukan oleh instansi atau lembaga keuangan diantaranya adalah Simpan
Pinjam yang dibuka oleh BMT NU, BMT Sidogori, dan BPRS Bhakti
Sumekar, dimana petugas lapangan dari berbagai lembaga diatas tersebut
mendatangi langsung dan mendata tabungan dari pedagang-pedagang yang
menjadi nasabahnya di pasar Desa Gayam. Namun ada juga Praktek Simpan
Pinjam yang dibuka oleh Perseorangan (non lembaga), yang dikelola oleh Hj
Isniwati yang kebetulan beliau juga menjadi pedangang kelontong di Pasar
Desa Gayam.
6 Imam Qusyairi, Wawancara, Gayam-Sumenep, 1 Juli 2020
digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id
54
Namun diantara berbagai macam bentuk simpan pinjam yang ada
diatas, penulis tertarik untuk meneliti simpan pinjam perseorangan (non
lembaga) yang dikelola oleh Hj Isniwati berdasarkan pertimbangan data dan
fakta yang ada di Lapangan. Menurut Hj Isniwati praktek simpan pinjam
tersebut sudah ada sejak 4-5 tahun yang lalu, yang melatarbelakangi beliau
membuka praktek simpan pinjam ini hanyalah ingin membantu (taawun)
para pedagang dan kegiatannya berorientasi kepada kegiatan Sosial
Oriented. Mengenai jumlah penabungnya saat ini sudah berjumlah lebih dari
60 orang sebagaimana terlampir dalam buku besar.
B. Penyajian Data dan Analisis
1. Bentuk Praktek Simpan Pinjam Ilegal Yang Terjadi Di Pasar Desa
Gayam Kec Gayam Kab Sumenep
Praktik Simpan Pinjam sudah menjadi kebiasaan transaksi
ekonomi yang terjadi di Masyarakat, khususnya yang ada di Pasar
Tradisional Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep.
Praktik ini terjadi di Pasar yang notabene merupakan tempat
berkumpulnya masyarakat dan tempat transaksi perputaran roda
perekonomian masyarakat.
Praktik simpan Pinjam ini dilakukan sudah lama oleh masyarakat,
bahkan sebelum masuknya lembaga keuangan yang ada di Pulau Sapudi
baik berbentuk perbankan maupun non perbankan. Bahkan hingga saat ini
walaupun sudah ada lembaga keuangan baik perbankan maupun non
perbankan yang sudah jelas izin, badan hukum dan strukturnya yang
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digunakan masyarakat sebagai media untuk meyimpan uang, namun
masih ada beberapa masyarakat yang masih belum memanfaatkanya.
Penulis mengkategorikan praktek simpan pinjam Perseorangan
(non lembaga) yang ada di Pasar Desa Gayam, Kecamatan Gayam,
Kabupaten Sumenep belum berbadan hukum dan memperoleh izin dari
pejabat yang berwenang untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari
masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh beberapa informan yaitu:
a. Wawancara pengelola simpan pinjam.
Dalam hal ini praktek simpan pinjam yang ada di Pasar Desa
Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep dilakukan pada hari
senin-sabtu yang mana merupakan hari operasi pasar Gayam. Adapun
pengelola yang membuka praktek simpan pinjam tersebut juga
berprofesi sebagai pedagang kelontong yang membuka toko dipasar
Gayam tersebut.
Maka berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis yang
dikumpulkan dalam bentuk data wawancara dan observasi dengan ibu
Hj.Istiyati yang merupakan pengelola praktek simpan pinjam tersebut
beliau mengatakan bahwa.
Sengkok muka manyimpen kaoreng riah abit lah cong paling
sekitar 4-5 tahun lebih sebelunna bede bank neng e podey. Tak
usah persyaratan cong  cokop la abeleh ka engkok jek nabunga
la epamasok ben ngkok ka buku raje. Paleng sekitar 50an se
nabung ka engkok cong, Ngkok enjek tak ngalak bunga otabe
potongan cong dhusa jereya, riba cong. iyeh mun pessena oreng
enjek tak epaberemma cong, takok bede se ekabuto kadeng
ekalak kaadek ben orenga, esaabek ben ngkok pessena. Biasana
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mun tak ekabuto ben se nabung normalla ebegi bile poasaan olle
5 are ben ngkok cong.7
Saya membuka praktek simpan pinjam ke masyarakat sudah
lama nak, paling sekitar 4-5 tahun lebih sebelum adanya bank di
Pulau Sapudi. Gak usah persyaratan cukup melapor kalau mau
menabung sudah dijadikan anggota dan dimasukan dalam buku
besar. Untuk saat ini paling ada sekitar 50an orang yang nabung
ke saya. Saya tidak mengambil bunga atau potongan karena hal
itu masuk perbuatan riba dan dosa. Uang tabungan dari
masyarakat itu tidak digunakan untuk diputar nak, takut ada
masyarakat yang butuh. Kalau uang itu tidak diambil duluan
oleh orang yang menabung, biasanya uang tersebut dikasi pada
saat bulan puasa dapat 5 hari nak
Selanjutnya mengenai implementasi regulasi yang ada dalam
Pasal 16 ayat 1: Undang undang Nomor 10 tahun 1998 tentang
Perbankan menyatakan bahwa “Setiap pihak yang melakukan kegiatan
menghimpun dana dari masyarakat terlebih dahulu memperoleh izin
usaha sebaga Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari
Pimpinan Bank Indonesia,  kecuali apabila kegiatan menghimpun dana
dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.” Adapun ketika
ditanya mengenai status badan usaha dan izin menghimpun dana dari
masyarakat, tanggapan dari pengelola simpan pinjam adalah;
Iye tak tao ngkok cong tadek badan hukumma, benni bank beni
koperasi anggep lah perseorangan se muka simpan pinjam jrya.
Tadek tak usah izin-izin ka sapa ngkok cong jek mukkak simpan
pinjam riah, jek gun mukka matabunga reh cong tager aizina
kasapa rah, cokop abeleh ka masyarakat se manabungan pesse
neng diyeh.8
Iya saya gak tau, gak ada badan hukumnya bukan bank bukan
koperasi anggap saja simpan pinjam perseorangan. Saya gak
7 Hj. Isniwati, Wawancara, Gayam-Sumenep, 09  juli 2020
8 Hj. Isniwati, Wawancara, Gayam-Sumenep,  09 juli 2020
digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id
57
usah izin ke siapa-siapa yang mau buka praktek simpan pinjam
ini, cukup memberi pengumuman kepada masyarakat.
Selanjutnya mengenai implementasi regulasi yang ada dalam
Pasal 46 ayat 1 Undang undang Nomor 10 tahun 1998 tentang
Perbankan mengenai larangan dan ketentuan pidana bagi siapa saja
yang menghimpun dana dari masyarakat tanpa memperoleh izin dari
pihak yang berwenang, adapun tanggapan dari pengelola yang
membuka praktek simpan pinjam tersebut adalah :
Iye ngkok tak tao cong mun bedeh aturan se mara jereya, ngkok
reng buduh tak asakolah dedina awam terhadap hal se ngak
jreya. Sepenting iyeh niatta engkok bhegus cong, enjek tak
nhepoa oreng. Iye mun nepo oreg engkok takok e tangkep polisi.
Iyeh alhamdulillah mulai engkok mukkak manabung ka oreng
smpek stya tak pernah bedeh oreng rogi ben ngkok tak pernah
nhepo ka oreng. Iyeh mun ngocak notopa praktek simpan
pinjam riah sengkok tadek niatan cong, iyeh can segellek
sepenting kalakoanna engkok bhegus tak nhepo oreng iyeh
paggun lanjut.9
Iya saya gak tau nak kalau ada aturan yang seperti itu, saya
orang bodoh gak sekolah jadinya awam terhadap hal yang
seperti itu. Yang terpenting niat saya benar, tidak mau menipu
orang. Iya kalau menipu orang takut ditangkap polisi. Iya
alhamdulillah mulai dari pertama membuka sampai saat ini tidak
ada yang merasa dirugikan dan ditipu oleh saya. Iya kalau mau
menutup praktek simpan pinjam ini saya belum ada niatan, iya
kembali lagi ke yang tadi yang terpenting kerjaan saya benar
dan tidak menipu orang iya tetap lanjut.
Apa yang sudah diuraikan diatas tersebut mengenai praktek
simpan atau tabungan yang diberikan penabung kepada pengelola.
Selanjutnya mengenai praktek pinjam, yang dilakukan oleh pengelola
simpan pinjam tersebut, adapun uraiannya adalah sebagai berikut.
9 Hj. Isniwati, Wawancara, Gayam-Sumenep, 09 juli 2020
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Mun engkok cong jarang maenjem pesse ka reng-oreng, kecuali
iyeh senabung ka engkok. Iyeh mun se tak nabung enjek tak
eberik ben ngkok cong. Kadeng tabunganna gik olle nem matos,
oreng nginjem sa juta, iye per arena kare nyetor ka engkok.
Tadek tak usah jaminan cong, iye mun bedeh se tak majer rogi,
tapi alhamdulillah se nginjem majer kabbi walaupun nyicil. Mun
mengenai bunga jek berempa persen potonganna, enjek engkok
tak ngalak bunga riba jrya dhusa rajeh. Cokop la abeleh mun
nginjema, iyeh mun bedeh eberrik, mun tadek iyeh soro ngantos
jek sa are du are.10
Kalau saya jarang meminjamkan uang ke orang, kecuali iya
yang nabung ke saya, kalau semisal tidak nabung iya gak dikasi
pinjaman sama saya. Kadang-kadang tabungannya baru dapat
enam ratus minjam ke saya satu juta, iya setiap hari tinggal
nyetor ke saya. Tidak usah jaminan, iya kalau semisal ada yang
tidak bayar saya rugi, tapi alhamdulillah yang pinjam bayar
semua walapun bayar cicil.  Kalau mengenai bunga saya tidak
ambil potongan karena hal tersebut masuk dalam kategori riba
dan dosa. Cukup bilang saja ke saya kalau mau pinjam uang
kalau ada iya dikasi kalau tidak ada iya disuruh nunggu selama
satu hingga dua hari.
Dari wawancara dengan Seorang pengelola praktek simpan
pinjam di pasar desa Gayam kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep.
Dapat ditarik point penting yang terkadung dalam hasil wawancara
tersebut yaitu:
1) Praktek simpan pinjam yang ada di pasar desa Gayam kecamatan
Gayam, Kabupaten Sumenep sudah ada sejak 4-5 tahun yang lalu
bahkan sebelum masuknya lembaga keuangan perbankan maupun
non perbankan di pulau sapudi.
2) Adapun dalam proses pendaftaran, tidak ada persyaratan yang
dibutuhkan hanya sebatas melapor bahwasannya ingin menabung di
tempat tersebut.
10 Hj. Isniwati, Wawancara, Gayam-Sumenep, kamis 09 juli 2020
digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id
59
3) Pemilik simpan pinjam tersebut tidak mengabil persentase bunga
atau potongan dari transaksi tersebut, karena merupakan perbuatan
riba yang dilarang oleh agama.
4) Uang simpanan dari nasabah tidak diputar ditakutkan ada yang butuh
dan diambil sebelum waktu pemberian. Dan diberikan pada saat lima
hari bulan ramadhan
5) Praktek simpan pinjam yang dikelola oleh Hj Isniwati secara
perseorangan tidak memiliki status badan hukum dan tidak
mempunyai izin operasi untuk menghimpun dana dari masyarakat.
6) Pengelola simpan pinjam tersebut tidak mengetahui tentang adanya
peraturan yang melarang terhadap siapa saja yang membuka praktek
simpan pinjam tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Karena
prinsip yang dipakai oleh pengelola yang terpenting tidak menipu,
mencuri milik orang lain. Terbukti sejak awal berdirinya hingga saat
ini tidak ada penabung yang komplain dan melapor mengenai adanya
kecurangan dan tindak pidana dalam kegiatan praktek simpan pinjam
tersebut.
7) Ketika sudah diberi penjelasan oleh penulis bahwa perbuatannya
tersebut telah melanggar Undang-undang dan ditanya apakah masih
tetap dilanjutkan atau dihetikan praktek simpan pinjam tersebut.
Maka jawaban dari pengelola adalah tetap dilanjut karena sesuai




8) Menganai praktek pinjaman, bahwa pengelola jarang memberikan
pinjaman kecuali kepada nasabahnya sendiri. Dan tidak perlu adanya
jaminan. Serta pembayarannya bisa mengangsur.
9) Dalam pemberian pinjaman, pengelola tidak membenbankan
persentase bunga kepada peminjam, karena hal itu merupakan riba
yang dilarang oleh agama.
b. Wawancara dengan Nasabah
Praktek simpan pinjam yang terjadi di pasar Desa gayam,
Kecamatan Gayam, kabupaten Sumenep ini merupakan salah satu
kegiatan transaksi ekonomi yang menjadi pilihan oleh masyarakat yang
ingin menyimpan dananya di lembaga keuanagan, khususnya
masyarakat yang menjadi pedagang di pasar tersebut
Masyarakat melakukan transaksi simpan pinjam tersebut karena
dinilai prosesnya sangat mudah karena tanpa adanya persyaratan yang
formal. Karena kebanyakan penabungnya sudah berumur yang masih
awam mengenai hal adaministrasi. Adapun kelebihan lain yang
membuat masyarakat lebih memilih praktek simpan pinjam ini
dibandingkan dengan lembaga keuangan yang ada karena mudah dalam
pencairan dananya ketika sewaktu-waktu dibutuhkan dan juga dalam
meminjam uang tidak di syaratkan jaminan dan tidak adanya bunga.
Hal tersebut diperjelas dengan penabung yang bernama ibu Essu:
Engkok mulai matabung pesse ka Hj isniwati lah abit cong,
paling sekitar 3-4 tahun jereya lah cong. tadek persyaratan
cokop lah abeleh ka Hj Istiyati. Iyeh engkok perak abeerik
pesse, deggik epamasok be Hj Isniwati ke buku besar. Iyeh
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engkok kan aweljuwel neng pasar cong iyeh mun la mole deri
pasar nyaman langsung kare ebegi ka tokona Hj Isniwati mun
egibe moleh nemmu bei se ekalabelenje, temmo la tadek
pessena cong. Iyeh nyamanna bile engkok nginjem pesse cong,
tak usah jaminan. Cokop lah abeleh ka Hj. Isniwati ben majerre
majer nyicil sabben arena, iye majer sa andikna, andik du poloh
ebu iyeh ebegi. Iyeh mun la lonas otanga, deggik masuk pole ka
tabungan cong. Engkok kan lah toa cong ben pole tak tao maca,
tak tao se cet mecetta atm mun buto pesse. Kadeng
kabutowanna oreng lain-lain bedeh se mendesak bedeh se tak
mendesak. Enjek tak epotong-potong cong tang tabungan cong,
iyeh mun olle sajuta selama sa tahun iyeh ebegi sajuta. biasanya
tabungan jeriya ebegibile poasaan olleh 5 are cong.11
Saya mulai menyimpan uang ke Hj Isniwati sudah lama nak,
paling sekitar 3-tahunan. Gak usah persyaratan cukup bilang ke
Hj Isniwati. Iya kalau sudah pulang dari pasar saya Cuma ngasi
uang ke Hj Isniwati, dan nanti dicatat dalam buku besar. Saya
kan berjualan di pasar, iya kalau sudah pulang dari pasar tinggal
ngasi uang tabungan ke tokonya Hj. Isniwati, kalau dibawa
pulang kadang uangnya dibuat belanja ini itu dirumah tiba-tiba
uangnya habis. Enaknya lagi kalau saya minjam uang nak, tak
usah jaminan, cukup bilang ke Hj Isniwati kalau mau minjam
uang dan bayarnya nyicil setiap harinya iya bayarannya
seadanya, ada dua puluh ribu iya dibayakan. Kalau sudah lunas
hutangnya nanti masuk lagi ke tabungan cong. Saya sudah tua
dan tidak tau baca apalagi tidak tau yang mencet-mencet ATM
kalau butuh uang. Kadang kan kebutuhannnanya seseorang
berbeda beda ada yang sangat mendesak ada yang tidak. Selama
saya nabung tidak pernah ada potongan, iya kalau dapatnya satu
juta selama satu tahun iya dikasi satu juta. Biasanya tabungan
tersebut dikasi pada saat hari kelima bulan ramadhan.
Dari wawancara dengan ibu Essu, peneliti mengetahui bahwa
salah satu yang menjadi faktor mengapa para pedagang yang ada di
pasar lebih memilih praktek simpan pinjam ini dibandingkan dengan
lembaga keuangan yang sudah jelas badan hukumnya karena jarak yang
dekat dengan para penabung dalam berjualan di pasar serta teknis
11 Essu, Wawancara, Gayam-Sumenep, 10 juli 2020
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administrasi yang mudah karena kebanyak nasabahnya sudah berumur
yang tidak bisa baca dan tulis.
Adapun keistimewaan yang lainnya apabila mau meminjam
uang tidak disyaratkan jaminan dan bayarnya bisa dicicil semapunya
sehingga meringankan beban dari penabung untuk pembayarannya dan
juga tidak adanya bunga atau pemotongan pinjaman.
Hal yang sama juga dikemukanan oleh ibu Niwati yang
merupakan penabung pada praktek simpan pinjam di Pasar Desa
Gayam.:
Engkok mulai matabung pesse abit cong tao lah berempa taon
paling sekitar 4 tahunan. Tak usah persyaratan entar lajhu ka
tokona Hj istiyati abeleh jek nabunga ben gibe pessena deggik
epamasok ka buku rajeh mareh lah. Iye ngimjem tak rhapa kiah
cong tape kodu se nyimpan neng dissak mun tak nyimpen tak
olle nginjem cong. majere nyicil saandikna. Nyamanna jek buto
pesse wa cong kare minta tak usah persyaratan se acem-macem.
Pole lempo ding-ngiding mun esabek neng bank kan tang pesse
e potong pajek cong. Iyeh tadek pemotongan cong mun
sompama tang pesse epotong ngkok njek tak kera manabung ka
Hj. Isniwati. Biasanya mun tak ekalak neng eawal normalla
ebegi bile poasaan olleh lima are cong.12
Saya menabung uang disana sudah salama nak, sekitar 4
tahunan. Tida usah persyaratan cukup kesana melapor
bahwasannya ingin menabung dan bawa uangnya sudah
dimasukan dalam  buku besar selesai dah. Iya semisal minjam
uang juga enggak apa. Untuk pembayaranya bisa nyicil setiap
harinya semampu kita. Enaknya nabung disana ketika saat butuh
uang tinggal bilang gak usah persyaratan yang macam-macam.
Kadang males juga dengar dari orang uang kalau disimpan di
bank dipotong pajak. Kalau disana iya enak gak ada
pemotongan, kalau semisal ada pemotongan uang saya gk
mungkin di tabung di Hj. Isniwati. Biasanya kalau tidak diambil
diawal normalnya dibagikan pada saat lima hari bulan puasa.
12 Niwati, Wawancara, Gayam-Sumenep, 11  juli 2020
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Hal yang lain juga dijelaskan oleh ibu ruhma selaku penabung
beliau mengatakan terkait praktek simpam pinjam di Pasar Gayam
bahwa:
Engkok matabung abit lah cong, paling sekitar 2-3 tahunan lah.
Tak usah persyaratan cong kare entar ka tokona ngibe pesse
abeleh jek nabunga, lah ecatet epadeddi anggota. Mun ngimjem
engkok tak tao engkok gun nabung ka Hj Isniwati. Nyamanna
iyeh tak jeuh cong, sengkok kan awel juwel neng pasar iyeh
mun moleh kare ebegi pessena. Takok egkok cong ding ngiding
neng kompolan muslimatan mun bunga bank ruah caen haram.
Ben lempo se rus nguruse mun nganu ka bank ruwet se minta ini
itu persyaratannya. Nyamanna bile minta pesse wa cong jek
ekabuto nyaman kare ngalak. Iyeh alhamdulillah mulai ngkok
nabung tak pernah etepo otabe epacelleng aman bei. Enjek tadek
potongan cong, biasanaa ebegi bile poasaan.13
Saya menabung sudah lama nak, paling sekitar 2-3 tahunan. Gk
usah persyaratan cukup kesana melapor dan bawa uang bilang
kalau mau nabung iya sudah dicatat dan menjadi anggota. Kalau
praktek pinjam saya tida tau karena tidak pernah meminjam
uang, saya hanya menabung disana. Enaknya dekat saya
berjualan di pasar cong, kalau sudah pulang tinggal ngasi
uangnya ke Hj. Isniwati. Saya takut denger ceramah di
kumpulan muslimat mun bunga bank haram, dan malas mau
ngurus ini itu persayaratannya. Enaknya kalau minta uang kalau
dibutuhkan enak tinggak ngambil kesana. Iya alhamdulillah
mulai saya nabung disana tida pernah ditipu atau bahkan
digelapkan uang saya. Dan tidak ada potongan. Biasanya dikasi
pada watu bula ramadhan.
Dari penjelasan yang didapat dari wawancara beberapa
penabung diatas dapat disimpulkan bahwa kecenderungan masyarakat
yang menabung uangnya di praktik simpan pinjam yang ada di Pasar
Desa Gayam karena kebanyakan nasabah merupakan seorang pedagang
yang berjualan di pasar desa gayam, sehingga sangat mudah diakses
mengenai jarak yang ditempuh. Serta persyaratan untuk menjadi
13 Ruhma, Wawancara, Gayam-Sumenep, 11  juli 2020
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anggota tidak ruwet hanya melapor kepada pemilik praktik simpan
pinjam tersebut.
Adapun keistimewaan lainnya yang dikemukakan oleh hasil
wawancara dengan nasabah yaitu, mengenai tidak adanya potongan
dana baik yang dilakukan dalam praktek simpan ataupun pinjam dan
tidak ada persyarat jaminan untuk meminjam.
Selanjutnya hal yang laing disukai oleh nasabah terkait
simpan pinjam ini karena mudah dalam mencairkan dananya ketika
suatu waktu mendesak membutuhkan uang untuk berbagai keperluan.
Adapun pembagian hasil tabungan yaitu pada saat bulan puasa sudah
dapat lima hari. Menulis menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut terjadi
karena kesukarelaan anggota dan ittikad baik dari pengelola simpan
pinjam yang terjadi di pasar desa gayam tersebut.
2. Implementasi Perlindungan hukum dalam praktek simpan pinjam
yang terjadi di pasar Desa Gayam Kec Gayam Kab Sumenep
Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan
Wujud perlindungan hukum terhadap konsumen sektor jasa
keuangan tentunya menjadi harapan bersama baik para pelaku usaha dan
nasabah. Dibentuknya regulasi dan cita hukum dalam bidang perbankan
untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan bersama bagi para pihak
terkait perlindungan hukum dan bisa diwijudkan dalam iklim transaksi
digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id
65
yang sehat. Sebagaimana komitmen negara indonesia yakni pembangunan
ekonomi nasional untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil,
makmur berdasarkan prinsip Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Sejak disahkannya Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka peran untuk memberikan izin dan
mengawasi stabilitas yang berhubungan dengan lembaga keuangan baik
yang berbentuk Perbankan maupun Non Perbankan yang sebelumnya
merupakan tugas dan wewenang dari Bank Indonesia (BI) diambil alih
Otoritas Jasa keuangan (OJK). Maka sejak saat itulah OJK mulai aktif
melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya untuk menyeleggarakan
sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh
kegiatan dalam sektor jasa keuangan.14
Terlepas dari hal tersebut untuk menciptakan pengaturan dan
pengawasan yang terintegrasi terhadap kegiatan dalam sektor keuangan,
OJK juga aktif dalam membentuk berbagai peraturan dan surat edaran
untuk dijadikan regulasi dan harus ditaati oleh lembaga keuangan
perbankan dan non perbankan.
Karena dunia Perbankan sangat tergantung pada nasabah yang
akan menyimpan dan meminjam dananya dilembaga keuangan, serta
Nasabah merupakan salah satu faktor penting dalam bisnis Perbankan.
Untuk menunjang hal tersebut, diperlukan kepercayaan masyarakat (trust)
yang dapat dipertangungjawabkan oleh lembaga keuangan terhadap
14 Lihat pasal 5 Undang-undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
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nasabahnya. Dalam hal ini, lembaga keuanagan harus bisa memberikan
pelayanan yang prima agar nasabah merasa aman dan nyaman untuk
menyimpan dananya.
Adapun untuk melindungi dan menjamin rasa aman dan nyaman
bagi nasabah yang menyimpan dana di suatu lembaga keuagan OJK
mengeluakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013
Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013
Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menerapkan
beberapa prinsip yang harus dijadikan acuan oleh lembaga keuangan
untuk menerapkan perlindungan terhadap konsumen diantaranya adalah:
a. Transparansi
b. Perlakuan yang adil
c. Keandalan
d. Kerahasian dan keamanan data/informasi konsumen
e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara
sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. 15
Segala hal yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 semuanya mengatur mengenai
perlindungan hukum konsumen sektor jasa keuangan.  Secara spesifik,
ketentuan konsep mengenai perlindungan konsumen sektor jasa
15 Lihat pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan
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keuanagan termaktub dalam pasal 3-39.16 Adapun ketika ditarik point
penting mengenai konsep perlindungan konsumen sektor jasa keuangan
dapat diuraikan menjadi sebagai berikut:
a. Pelaku usaha jasa keuangan berhak untuk memastikan adanya ittikad
baik konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen yang
akurat jujur, jelas dan tidak menyesatkan. (Pasal 3)
b. Pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan dan/atau
menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang
akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan (Pasal 4)
c. Pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan pemahaman kepada
konsumen mengenai hak dan kewajiban konsumen (Pasal 9)
d. Pelaku usaha jasa keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran
produk dan/atau layanan yang merugikan konsumen dengan
memanfaatkan kondisi konsumen yang tidak memiliki pilihan lain
dalam mengambil keputusan.(pasal 17)
e. Pelaku usaha jasa keuangan dilarang memaksa konsumen untuk
membeli produk dan atan layanan lain dalam paket produk dan/atau
layanan tersebut. (pasal 18)
f. Pelaku usaha jasa keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan,
dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen.(Pasal
21)
16 Lihat pasal 3-39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
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g. Pelaku usaha jasa keuangan wajib mencegah pengurus, pengawas, dan
pegawainya dari perilaku memperkaya atau menguntungkan diri
sendiri atau pihak lain serta menyalahgunakan kewenangan jabatan
dan kedudukannya (Pasal 30)
h. Pelaku usaha jasa keuangan dilarang dengan cara apapun memberikan
data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak lain.
(Pasal 31)
Aturan mengenai hal diatas tidak bermaksud untuk memberatkan
pengusaha, justru akan menguntungkan kedua belah pihak. Karena
dengan demikian selain dengan memungkinkan terciptanya tali
persaudaraan antara pelaku usaha dan konsumen, melindungi dan
menjamin rasa aman dan nyaman bagi nasabah juga merupakan sebuah
kewajiban bai pelaku usaha.
Dari pembahasan diatas, menurut hemat penulis dapat
disimpulkan bahwa praktek simpan pinjam yang terjadi di Pasar Desa
Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenenp telah sesuai dengan
ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
1/POJK.07/2013. Karena pelaku usaha yang dikategorikan sebagai
pengelola simpan pinjam sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik
dan semampu mungkin untuk melayani konsumen secara jujur. Baik itu
secara keterbukaan informasi mengenai bebrapa produk yang ditawakan
atau bahkan memberikan ganti rugi apabila adanya kelalaian yang
dilakukan oleh pengelola simpan pinjam tersebut.
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Adapun ittikad baik yang dilakukan oleh pengelola simpan pinjam
yang ada di Pasar desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep
sudah sesuai dengan amanat undang-undang konsumen dengan fakta
dilapangan bahwa selama membuka praktek simpan pinjam tersebut para
penabung tidak pernah merasa dirugikan dan tidak ada kasus pengelapan
dana atau tindak pidana lainnya yang merugikan penabung, sehingga
tidak heran jumlah nasabah hingga saat ini tercatat sekitar 60an orang
yang mempercayakan uangya untuk disimpan di Praktek Simpan Pinjam
yang dikelola oleh Hj. Isniwati tersebut.
Walaupun pengelolaan simpan pinjam tersebut tidak memberikan
bunga bagi nasabah yang menyimpan dananya, namun menurut hemat
penulis sudah sesuai karena akad tersebut merupakan akad tolong
menolong (taawun) dan dana yang disimpan nasabah tidak diputar serta
tidak digunakan untuk dikembangkan dalam kepentingan pengelola
simpan pinjam. Dana tersebut di simpan dengan baik oleh pengelola
simpan pinjam.
3. Implementasi Perlindungan hukum dalam praktek simpan pinjam
yang terjadi di pasar Desa Gayam Kec Gayam Kab Sumenep
Perspektif Hukum Islam
Hukum islam merupakan sumber hukum yang sangat luas dan
dinamis yang mengatur mengenai segala sesutu yang ada di muka bumi.
Tak terkecuali mengenai masalah transaksi simpan pinjam di lembaga
keuagan baik berbentuk pebankan maupun non perbankan. Dalam hukum
digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id
70
islam praktek simpan dikategorikan sebagai akad Wadiah, sedangkan
praktek pinjam dikategorikan sebagai akad Qardh. Adapun Perlindungan
hukum kepada nasabah dalam praktek simpan pinjam merupakan usaha
untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam memelihara harta
(hifdh al-mal).
Dunia Perbankan sangat tergantung pada nasabah/penabung yang
akan menyimpan dan meminjam dananya dilembaga keuangan. Karena
Nasabah/penabung merupakan salah satu faktor penting dalam bisnis
Perbankan. Untuk menunjang hal tersebut, diperlukan kepercayaan
masyarakat (trust) yang dapat dipertangungjawabkan oleh lembaga
keuangan terhadap nasabahnya. Dalam hal ini, lembaga keuanagan harus
bisa memberikan pelayanan yang prima agar nasabah merasa aman dan
nyaman untuk menyimpan dananya.
Untuk menjamin rasa aman dan nyaman bagi nasabah yang
menyimpan dananya di suatu lembaga keuagan. Hukum islam juga
mengatur mengenai prinsip perlindungan Hukum yang digunakan sebagai
rambu-rambu yang harus ditaati oleh lembaga keuangan dan pelaku usaha
demi tercapai iklim transaksi yang kondusif dan sesuai dengan etika
bisnis dalam islam.
Adapun beberapa jenis Perlindungan hukum yang digunakan
sebagai rambu-rambu yang harus ditaati oleh lembaga keuangan dan




a. Akad simpan pinjam harus bebas dari unsur riba, gharar, maysir,
dan barang haram.
Salah satu perbedaan antara regulasi lembaga keuangan antara
Hukum Islam dan Hukum Positif yaitu terletak pada larangan transaksi
dengan adanya unsur riba, objek yang tidak jelas, dan menimbulkan
ketidakadilan kepada pihak lain. Sebagaimana dalam Al-Quran dan Al-
hadist tentang larangan riba17
ْيُح َوَحرََّم الرِّبَوا.......َوَاَحلَّ اللَُّه اْلبَـ 
Artinya: “....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba... (Q.S Al-Baqarah:225)18
Hadist (Jabir bin Abdullah r.a berkata):
َوَشا ِهَدْيِن وََكاتَِبُه َوقَا َل : ُهْم َلَعَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اَِكَل الرِّبَا َوُموِْكَلُه,
َسَواٌء.
Artinya: “Rasulullah Saw, melaknat orang yang memakan riba dan
orang yang memberi makan riba (membayar riba), kedua
saksi, dan penulisnya. Beliau besabda “mereka itu sama saja”
(HR. Imam Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi)19
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Hj Isniwati
selaku pemilik simpan pinjam di Pasar Gayam, bahwasannya simpan
pinjam tersebut tidak mensyaratkan adanya bunga dan kelebihan bagi
seseorang orang yang meminjam. Terbukti pada uang penabung yang
menyimpan dananya uang tersebut tidak diputar oleh pengelola,
ditakutkan ada nasabah yang membutuhkan. Adapun bagi seseorang





yang meminjam tidak disyaratkan adanya kelebihan pembayaran, dan
orang yang meminjam membayar secara angsur pinjaman tersebut. Dan
dapat disimpulkan bahwa praktek simpan pinjam di Pasar Gayam tidak
termasuk riba.
b. Akad simpan pinjam harus sesuai dengan keadilan dan
keseimbangan hak dan kewajiban
Keadilan merupakan tujuan utama yang hendak diwujudkan
oleh hukum islam. Dalam Al-Quran keadilan merupakan perintah
langusng dari Allah dengan menyebutkannya secara tegas dalam
banyak ayat diantaranya adalah QS Al-Maidah ayat 8 dan Ar-Rahman
ayat 9:
              
               
      
Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah,
menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk
berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat
kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya





         
Artinya: Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah
kamu mengurangi neraca itu. (QS Ar-Rahman: 9).21
Adapun konsep keadilan antara nasabah dan pengelola simpan
pinjam di Pasar Desa Gayam sesuai dengan pemenuhan hak dan
kewajiban diantara keduanya. Dalam hal ini penabung sudah mendapat
haknya untuk bertransaksi sesuai dengan kemampuan serta mendapat
infomasi yang jelas dari pengelola simpan pinjam, disisi lain pengelola
simpan pinjam tersebut sudah menjalankan kewajibannya untuk
menjaga harta simpanan nasabah.
c. Akad simpan pinjam harus sesuai dengan asas Al-amanah dan
ittikad baik
Dalam dunia perbakan amanah dan itikad baik merupakan hal
yang penting yang harus dipenuhi pelaku usaha. Dalam praktek simpan
pinjam akad dasar yang digunakan adalah titipan, maka yang pengelola
simpan harus amanah karena dana yang disimpan pada pengelola
simpan pinjam sdah mepakan kewajiban untuk menjaga harta tersebt,
dan wajib mengganti apabila ada hal yang merugikan nasabah.
Sebagaimana dalam QS Al-Baqarah ayat 283
َنَتهُ  َوْلَيتَِّق ٱللََّه َربَُّه......ۥ.فَِإْن أَِمَن بـَْعُضُكم بـَْعًضا فـَْليـَُؤدِّ ٱلَِّذى ٱْؤمتَُِن أَمَٰ
Artinya: “...Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya
21 Al-Qur’an, 55: 9
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(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya...”22
Adapun Etos kerja yang ada dalam praktek praktek simpan
pinjam yang ada di Pasar Desa Gayam tersebut sudah mencerminkan
perilaku untuk amanah dan berittikad baik kepada nasabah, tidak niatan
buruk untuk menipu atau bahkan menggelapkan uang tabungan
nasabah.
Hal ini tercermin dalam kepercayaan masyarakat (trust) yang
dijadikan tolak ukur keberhasilan dalam mewujudkan iklim transaksi
yang jujur diantaranya tidak pernah ada yang komplain dari nasabah
mengenai ada indikasi kecurangan ataupun tindak pidana lainnya
sehingga tak jarang hingga saat ini nasabahnya mencapai hampir 60an
orang. Serta menganggap semua nasabahnya pasti jujur, dikarenakan
tidak mensyaratkan jaminan ketika melakukan pinjaman. Hal tersebut
dikarenkan adanya ittikad baik dari pengelola simpan pinjam tersebut
d. Akad simpan pinjam harus sesuai dengan asas tolong menolong
(At-taawun) dan kemaslahatan.
Hakikatnya tabi’at manusia yang tidak bisa hidup tanpa
pertolongan dan bantuan orang lain. Sehingga tolong menolong
merupakan keniscayaan dalam meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan
kepada Allah SWT. Dan tentunya tolong menolong yang dimakusd
tersebut untu dengan tujuan kemaslahatan antara kedua pihak baik




kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam mendapat
kemaslahatan
ِن ۟◌ َوَال تـََعاَونُواۖ◌ َعَلى ٱْلِربِّ َوٱلتـَّْقَوٰى ۟◌ َونُوا. َوتـََعا مثِْ َوٱْلُعْدوَٰ ۖ◌ ٱللََّه ۟◌ َوٱتـَُّقواۚ◌ َعَلى ٱْإلِ
ِإنَّ ٱللََّه َشِديُد ٱْلِعَقابِ 
Artinya : “....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya.”(QS. Al-Maidah:2)
َنُكم بِٱْلبَِٰطلِ ۟◌ ا◌ٓ َوَال تَْأُكُلو َلُكم بـَيـْ ....أَْموَٰ
Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian
yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil (tidak
halal) (QS. Al-Baqarah: 188)
Dalam praktek simpan pinjam yang ada di Pasa Gayam murni
merupakan akad tolong menolong, Hal ini karena pengelola tidak
memberikan potongan kepada penabung yang menyimpan dananya dan
memberikannya sesuai dengan dana yang disimpan serta menolong
penabung yang lain apabila membutuhkan pinjaman uang dan tidak
mensyaratkan adanya jaminan dalam meminjam uang.
Perlindungan hukum dalam praktek simpan pinjam di pasa desa
Gayam merupakan usaha untuk menjamin keamanan dan keselpamatan
dalam memelihara harta (hifdh al-mal). Adapun menurut analisis
peneliti dilapangan, bahwa dalam paktek simpan pinjam yang ada di
Pasa desa Gayam telah sesuai dengan beberapa asas perlindungan
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hukum menurut hukum islam sebagimana yang sudah dicantumkan
dalam pembahasan diatas.
Adapun perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk menjamin
keamanan dan keselamatan uang nasabah.  Pengelola simpan pinjam
telah sesuai dan melaksanakan batasan-batasan yang sudah ditetapkan
menurut syariat islam dimana akad tersebut tidak mengandung hal hal
yang dilarang oleh hukum islam termasuk diantaranya riba dan
semacamnya
Etos kerja yang ada dalam praktek praktek simpan pinjam yang
ada di Pasar Desa Gayam tersebut sudah mencerminkan perilaku untuk
berittikad baik kepada nasabah sesuai dengan perlindngan hukum
menurut hukum islam, tidak niatan buruk untuk menipu atau bahkan
menggelapkan uang nasabah.
Hal ini tercermin dalam kepercayaan masyarakat (trust) yang
dijadikan tolak ukur keberhasilan dalam mewujudkan iklim transaksi
yang jujur diantaranya tidak pernah ada yang komplain dari nasabah
mengenai ada indikasi kecurangan ataupun tindak pidana lainnya
sehingga tak jarang hingga saat ini nasabahnya mencapai hampir 60an
orang. Serta menganggap semua nasabahnya pasti jujur, dikarenakan
tidak mensyaratkan jaminan ketika melakukan pinjaman. Hal tersebut




Pada bab ini merupakan gagasan yang dikemukakan oleh peneliti
dimana untuk menemukan antara dimensi hukum dan temuan yang ada di
lapangan untuk menemukan suatu penafsiran hukum yang jelas.
Perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah
untuk menjamin adaya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
warga negaranya baik secara preventif maupun represif agar hak-haknya
sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melangar akan
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun tujuan
perlindungan hukum yaitu: 1) kepastian hukum, 2) keadilan hukum, 3)
kemanfaatan hukum, 4) jaminan Hukum.
Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen dibidang
perbankan menjadi sangat penting, karena secara faktual kedudukan antara
para pihak sering kali tidak seimbang dan pada fakta hukum yang terjadi
kebanyakan nasabah/penabung yang sering merasa dirugikan.
Adapun bentuk praktek simpan pinjam yang tejadi di Desa Gayam,
Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep dapat ditarik benang merah dan di
implementasikan dengan penemuan yang ada dilapangan. Adapun penulis
mengkategorikan pembahasan tersebut dalam beberapa point penting untuk





Dalam asas ini dimaksudkan bahwa segala upaya dalam
penyeleggaraan perlindungan hukum harus memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi kepentingan nasabah/penabung dan pelaku usaha secara
keseluruhan untuk menciptakan suatu hubungan timbal balik yang baik
diantaranya keduanya.
Dalam asas ini ketika dikaitkan dengan praktek simpan pinjam yang
terjadi di pasar Gayam, adanya praktek tersebut sangat bermanfaat bagi
penabung khususnya para pedagang yang berjualan di pasar. Selain
tempatnya mudah  dijangkau oleh penabung karena pengelola simpan
pinjam juga merupakan pedagang kelontong di Pasar Gayam serta tidak
mensyaratkan sistem administrasi yang tidak terlalu rumit dan mudah
dipenuhi oleh nasabah khususnya nasabah yang sudah berumur dan tidak
bisa baca tulis.
2. Asas keadilan.
Dalam asas ini dimaksudkan agara partisipasi seluruh rakyat dapat
diwujukan secara maksimal baik kepada penabung dan pelaku usaha untuk
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil
Dalam hal ini penulis berpendapat sesuai dengan data yang ada
dilapangan bahwa dalam praktek simpan pinjam yang terjadi di Pasar desa
Gayam baik antara penabung dan pengelola simpan pinjam sudah
melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Adapun pengelola
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sudah mematuhi larangan-larangan yang berakibat timbulnya suatu
penyelewengan ataupun tindak pidana.
Salah satu contohnya adalah dalam praktek simpan pinjam tersebut
tidak dikenakan potongan atau persentase bunga kepada nasabah baik
yang menyimpam uang dan meminjam uang. Karena menurut pengelola
simpan pinjam tersebut adanya pemotongan uang  dianggap merupakan
perbuatan riba dan dilarang oleh agama,
3. Keamanan dan keterbukaan informasi.
Dalam asas ini dimaksudkan untuk mensyaratkan adanya keamanan
data penabung dan keamanan uang penabung diwudjukan secara maksimal
serta memberikan informasi yang jelas kepada penabung demi terciptnya
suatu transaksi yang baik dan jujur.
Mengenai hal keamanan data atau bahkan keamanan uang tabungan
tentunya hal tersebut sudah menjadi kewajiban dari pelaku usaha dalam
hal ini adalah pengelola simpan pinjam. Pengelola siap mengganti
kerugian yang dialami oleh penabung apabila hal tersebut terjadi karena
kelalaian pengelola simpan pinjam tersebut. Adapun yang dimaksud
keterbukaan informasi wajib diberitahukan kepada penabung apa yang
dianggap penting dan harus diketahui oleh penabung.
Mengenai keamanan dan keterbukaan informasi dalam hal praktek
simpan pinjam ini sudah terpenuhi oleh pelaku usaha demi dalam
mewujudkan suatu konsep perlindungan hukum kepada penabung. Salah
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satu contohnya mengenai keterbukaan informasi saldo tabungan yang
ingin diketahui oleh penabung
4. Asas ittikad baik
Asas ittikad baik merupakan asas yang pertama yang paling utama
dalam membangun sebuah pondasi kepercayaan masyarakat dalam
melakukan suatu transaksi apapun, bukan hanya dalam hal transaksi
Perbankan.
Adapun apa yang dimaksud dalam asas ittikad baik sutau
perjanjian ataupun transaksi yang dibuat antara dua orang atau lebih harus
beritikad baik tidak ada unsur kejahatan atau bahkan perbuatan
menyimpang lainnya dalam perjanjian tersebut.
Etos kerja yang ada dalam praktek praktek simpan pinjam yang ada
di Pasar Desa Gayam tersebut sudah mencerminkan perilaku untuk
berittikad baik kepada penabung, tidak ada niatan buruk untuk menipu
atau bahkan menggelapkan uang penabung.
Hal ini tercermin dalam kepercayaan masyarakat (trust) yang
dijadikan tolak ukur keberhasilan dalam mewujudkan iklim transaksi yang
jujur diantaranya tidak pernah ada yang komplain dari penabung mengenai
ada indikasi kecurangan ataupun tindak pidana lainnya sehingga tak jarang
hingga saat ini nasabahnya mencapai hampir 60an orang. Serta
menganggap semuanya pasti jujur, dikarenakan tidak mensyaratkan
jaminan ketika melakukan pinjaman. Hal tersebut dikarenkan adanya
ittikad baik dari pengelola simpan pinjam tersebut
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5. Asas kepastian hukum
Dalam asas ini dimaksudkan agar baik penabung dan pengelola
simpan pinjam mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam
penyelengaraan perlindungan hukum serta negara menjamin kepastian
hukum apabila suatu hari terjadi suatu perbuatan yang tidak di inginkan.
Berdasakan hasil wawancara penulis dengan pemilik simpan
pinjam yang ada di Pasar Desa gayam ketika ditanya mengenai mengenai
status badan usaha serta perizinan untuk melakukan praktek simpan
pinjam ini  menurutnya simpan pinjam ini tidak ada badan usahanya
hanyalah sebatas perseorangan (non lembaga) dan tidak memiliki izin
usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat. Hal ini terjadi karena
pemilik simpan pinjam tersebut berpendapat bahwa tidak harus melakukan
izin dahulu kepada pejabat yang berwenang. Adapun yang terpenting
niatnya baik dan tidak melanggar hukum
Maka berangkat dari latar belakang tersebut penulis berpendapat
bahwa praktek simpan pinjam yang terjadi di Pasar Desa Gayam,
Kecamatan Gayam, kabupaten Sumenep dikategorikan sebagai praktek
simpan pinjam yang tidak mematuhi aturan hukum yang ada. Karena tidak
mempunya status badan usaha dan izin untuk meghimpun dana dari
masyarakat sebagaimana apa yang termaktub dalam Undang-undang
Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7
tahun 1992 tentang Perbankan diantaranya adalah
Pasal 16 ayat 1:
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“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari
masyarakat terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebaga Bank
Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank
Indonesia,  kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dimaksud
diatur dengan Undang-undang tersendiri.”23
Pasal 16 ayat 2:
Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan
rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipenuhi
persyaratan sekurang-kurangnya tentang: a) Susunan Organisasi
dan Kepengurusan, b) Pemodalan, c) kepemilikan, d) keahlian
dibidang Perbankan, e) kelayakan rencana kerja.
Dari peraturan diatas sudah termaktub jelas bahwa siapa saja yang
akan membuka praktek simpan pinjam atau menghimpun dana dari
masyarakat harus mendapat izin dan memenuhi beberapa syarat-syarat
administrasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang 10 tahun
1998  dan harus memperoleh izin dari lembaga yang berwenang.
Sedangkan apabila dari kedua pasal diatas tidak terpenuhi maka dapat
ditarik kesimpulan bahwasannya lembaga tersebut merupakan lembaga
yang menyalahi undang-undang, karena tidak memenuhi beberapa unsur
yang dijadikan sebagai pra syarat untuk menghimpun dana dari
masyarakat.
Adapun dapat ditarik kesimpulan bahwa semua asas yang
tercantum dalam pembahasan temuan mulai dari point satu (1) hingga
point empat (4) sudah terpenuhi kecuali apa yang ada dalam point nomor
lima (5) yaitu asas kepastian hukum dimana karena tidak terpenuhinya
23 Namun sejak disahkannya Undang-undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
(OJK). Maka peran untuk memberikan izin dan mengawasi stabilitas yang berhubungan dengan
lembaga keuangan baik yang berbentuk Perbankan dan Non Perbankan yang sebelumnya
merupakan tugas dan wewenang dari Bank Indonesia diambil alih Otoritas Jasa keuangan (OJK).
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asas tersebut bahwa lembaga simpan pinjam yang ada di pasar Gayam
merupakan praktek simpan pinjam yang menyalahi undang-undang yang
tidak mempunyai status badan hukum yang jelas dan izin usaha untuk
menghimpun dana dari masyarakat sebagaimana dalam pasal 16 ayat 1 UU
No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang
Perbankan.
Namun ketika ditelisik lebih dalam lagi, tentunya hal tersebut
terjadi karena pengelola praktek simpan pinjam tersebut awam dan tidak
tau adanya peraturan yang sudah dijelaskan diatas. Maka sepatutnya untuk
memberikan pemahaman hukum serta solusi-solusi solutif yang dikiranya
perlu dilakukan untuk menciptakan suatu perlindungan hukum terhadap
penabung khususnya dalam praktek simpan pinjam yang terjadi di Pasar
Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep tersebut sudah
menjadi kewajiban dari pihak yang berwenang dimana pihak yang
berwenang yang dimaksud disini adalah OJK dan pejabar daerah setempat.
Mengenai hal tersebut, tugas untuk memberikan pemahaman
hukum, pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat terkait
perlindungan hukum terhadap nasabah/penabung sudah diatur secara jelas
dalam pasal 28 Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan, diantaranya adalah:24
24 Lihat pasal 28 Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
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Untuk melindungi Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang
melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat,
yang meliputi:
a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas
karasteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya
b. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiataannya
apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan.
c. Tindakan lain yang diangggap perlu sesuai dengan ketentuan






Setelah menguraikan dalam pembahasan tersebut mengenai praktek
simpan pinjam yang terjadi di Pasar Desa Gayam, Kecamatan Gayam,
Kabupaten Sumenep, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Mengenai Praktek simpan pinjam yang ada di Pasar gayam sudah ada
sejak 4-5 tahun yang lalu. Mengenai persyaratan untuk menabung tidak
disyaratkan adanya persyaratan cukup untuk datang ke tokonya Hj
isniwati dan melapor bahwa ingin menabung uang sudah dijadikan
sebagai anggota. Adapun untuk meninjam hanya diperuntukan kepada
nasabahnya diluar itu tidak dikasi pinjaman. Adapun penabung yang
melakukan simpan pinjam disana tidak dikenakan potongan ataupun
bunga karena anggapannya bagi pengelola bahwa bunga tersebut haram
dan dilarang oleh agama islam. Adapun uang yang dapat tidak diputar
dan digunakan untuk kepetingan dari pengelola simpan pinjam tersebut,
uang tersebut disimpan dengan baik takutnya di suatu hari ada penabung
yang membutuhkan dananya secara mendesak. Dan biasanya dana
masyarakat diberikan pada saat lima hari bulan puasa. Praktek simpan
pinjam tersebut masih belum jelas status badan hukumnya dan izin usaha
untuk menghimpun dana dari masyarakat.
2. Dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
1/POJK.07/2013 yang mengatur mengenai konsep perlindungan hukum
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sektor jasa keuangan terdapat dalam pasal pasal 3-39. Menurut hemat
penulis bahwa pelaku usaha sudah mengimplentasikan kewajiban pelaku
usaha dalam konsep perlindungan hukum sektor jasa keuangan
sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 1/POJK.07/2013. Namun tidak sesuai dengan asas kepastian
hukum karena simpan pinjam tersebut merupakan lembaga yang tak
memiliki izin untuk menghimpun dana dari masyarakat serta status badan
usahanya belum jelas bentuknya.
3. Implementasi perlindungan hukum terhadap nasabah dalam praktek
simpan pinjam di Pasar Desa Gayam, menurut hemat penulis sudah
sesuai dengan asas perlindungan hukum menurut hukum islam, sesuai
dengan pembahasan yang sudah dijelaskan diatas.
B. Saran
1. Kepada pejabat yang berwenang (OJK) dan pemerintah setempat,
sebaiknya turun langsung untuk melihat fenomena yang sesuai dengan
kondisi di lapangan. Karena sudah sepatutya sebagaina amanat dalam
pasal 29 UU OJK, karena tugas OJK memberikan pembinaan dan
pengawasan mengenai regulasi yang berkaitan dengan lembaga keuangan.
Serta juga memberikan pemahaman dan sosialisasi hukum kepada
masyarakat bahwa praktek simpan pinjam tesebut merupakan praktek




2. Kepada lembaga keuangan yang berbadan hukum dan ada di pulau sapudi
baik berbentuk perbankan maupun non perbankan seharusnya lebih giat
lagi dalam merangkul dan memberikan pemahaman serta edukasi kepada
masyarakat serta pengelola simpan pinjam perseorangan (non lembaga)
bahwasannya perbuatan tersebut tidak dibenarkan.
3. Kepada pengelola simpan pinjam, seharusnya segera mengurus prosedur
ataupun hal-hal yang telah diatur dalam pasal 16 ayat 1-2 mengenaui
bentuk badan usaha dan izin usaha untuk menghimpun dana dari
masyarakat bekerja sama dengan pemerintah setempat. karena
bagaimanapun hal tersebut merupakan perbuatan dilarang dan unsur
tersebut harus dipenuhi karena jika tidak dipenuhi, maka ada ancaman
pidananya yang termaktub dalam pasal 46 ayat 1-2 UU Perbankan.
4. Kepada masyarakat dan penabung, sebaiknya lebih selektif dalam
memilih produk lembaga keuangan khususnya praktek simpan pinjam
yang sudah jelas dari segi bentuk badan hukumnya dan izin usahanya.
Karena kalau sudah jelas badan hukum, izin usaha, struktur kepengurusan
hal ini bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur hukum yang
berlaku apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.
Kepada penulis dan peneliti selanjutnya, sesuai dengan pepatah bahwa
tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa hasil karya ilmiah
masih jauh dari kata sempurna diharapkan kritikan yang solutif dari pembaca
untuk menyempurnakan karya tulis tersebut, dan diharapkan ada peneliti
selanjutnya untuk mengangkat tema yang hampir sama untuk
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a. Pengertian Simpan Pinjam




a. Pengertian akad Wadiah
b. Jenis-jenis Akad Wadiah
c. Dasar Hukum Akad Wadiah
d. Rukun dan Syarat akad
Wadiah
a. Pengertian Akad Qardh
b. Dasar Hukum
c. Rukun dan Syarat Qardh
d. Tambahan dalam hutang
piutang
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Wawancara dengan Pengelola simpan pinjam
1. Berapa lama ibu membuka simpan pinjam ini ?
2. Bagaimana praktek simpan pinjam tersebut ?
3. Apa saja persyaratan dalam melakukan simpan pinjam tersebut ?
4. Apakah ada bunga/potongan dalam praktek simpan pinjam tersebut ?
5. Uang simpanan nasabah digunakan untuk apa ?
6. Kapan waktu uang nasabah tersebut dibagikan ?
7. Apa status badan hukum simpan pinjam yang anda kelola ?
8. Apakah ibu sudah izin ke lembaga berwenang untuk membuka praktek
simpan pinjam ?
9. Apakah ibu tau mengenai peraturan yang megharuskan untuk mendapat
izin apabila hendak menghimpun dana dari masyarakat ?
Wawancara dengan nasabah
1. Sudah berapa lama ibu melakukan praktek simpan pinjam ?
2. Bagaimana praktek simpan pinjam tersebut ?
3. Apa saja persyaratan untuk memulai praktek simpan pinjam tersebut ?
4. Apa alasan ibu menyimpan uang disana, pada saat ini kan sudah bnyak
lembaga keuangan yang ada dipulau sapudi
5. Apakah ada potongan/bunga ketika dalam praktek simpan pinjam
tersebut?








Wawancara dengan Hj. Isniwati selaku pengelola simpan pinjam
Wawancara dengan Ibu Essu Selaku Nasabah
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Wawancara dengan ibu Niwati













PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 
NOMOR: 1/POJK.07/2013 
TENTANG 
PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 
 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, perlu 
menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan 
Konsumen Sektor Jasa Keuangan; 
Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
111; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 
 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERLINDUNGAN 





Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 
1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank 
Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank 
Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan 
Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan 
Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan 
usahanya secara konvensional maupun secara syariah. 
2. Konsumen adalah pihak-pihak yang  menempatkan dananya 
dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga 
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Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di 
Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta 
pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan 
di sektor jasa keuangan. 
3. Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap 
Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan. 
4. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang 
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran. 
5. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan 
kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip 
Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam 
lalu lintas pembayaran. 
6. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha 
sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau 
Manajer Investasi. 
7. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan 
Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan 
Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek 
yang tidak terjual. 
8. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan 
usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain. 
9. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya 
mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola 
portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali 
perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan 
sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
10. Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada 
Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan 
memperoleh imbalan jasa. 
11. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang memberikan jasa 
penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta 
jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak - hak lain, 
menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening 
yang menjadi nasabahnya.  
12. Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusahaan asuransi yang 
memberikan jasa dalam penanggulangan risiko kerugian, 
kehilangan... 
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kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak 
ketiga, yang timbul dari peristiwa dari tak pasti. 
13. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan asuransi yang 
memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan 
dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang 
dipertanggungkan. 
14. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan 
menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.  
15. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan 
kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang 
modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan mengenai lembaga pembiayaan.  
16. Perusahaan Gadai adalah badan usaha yang didirikan untuk 
menyalurkan uang pinjaman kepada nasabah dengan menerima 
barang bergerak sebagai jaminan. 
17. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di 




Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip: 
a. transparansi; 
b. perlakuan yang adil; 
c. keandalan; 
d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan 
e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen 
secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. 
 
BAB II 
KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN  
SEKTOR JASA KEUANGAN 
Pasal 3 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak untuk memastikan adanya 
itikad baik Konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau 
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Pasal 4 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau 
menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan 
yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.  
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan  
dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai 
alat bukti. 
(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:  
a. disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada 
Konsumen mengenai hak dan kewajibannya; 
b. disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan 
Konsumen; dan  
c. dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara 
lain melalui iklan di media cetak atau elektronik. 
 
Pasal 5 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi yang 




(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi 
kepada Konsumen tentang penerimaan, penundaan atau 
penolakan permohonan produk dan/atau layanan. 
(2) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyampaikan 
informasi tentang penundaan atau penolakan permohonan 
produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan alasan 




(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan istilah, frasa, 
dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang 
mudah dimengerti oleh Konsumen dalam setiap dokumen yang: 
a. memuat hak dan kewajiban Konsumen;  
b. dapat digunakan Konsumen untuk mengambil keputusan; 
dan 
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(2) Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.  
(3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan huruf, tulisan, 
simbol, diagram dan tanda yang dapat dibaca secara jelas.  
(4) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan penjelasan atas 
istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang 
belum dipahami oleh Konsumen. 
(5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
menggunakan bahasa asing, bahasa asing tersebut harus 
disandingkan dengan Bahasa Indonesia. 
 
Pasal 8 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyusun dan menyediakan 
ringkasan informasi produk dan/atau layanan.  
(2) Ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat secara tertulis, sekurang-
kurangnya memuat: 
a. manfaat, risiko, dan biaya produk dan/atau layanan; dan 
b. syarat dan ketentuan. 
 
Pasal 9 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan pemahaman kepada 
Konsumen mengenai hak dan kewajiban Konsumen. 
 
Pasal 10 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan informasi 
mengenai biaya  yang harus ditanggung Konsumen untuk setiap 
produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha 
Jasa Keuangan. 
(2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memberikan fasilitas 
secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa 
persetujuan tertulis dari Konsumen. 
 
Pasal 11 
(1) Sebelum Konsumen menandatangani dokumen dan/atau 
perjanjian produk dan/atau layanan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan 
wajib menyampaikan dokumen yang berisi  syarat dan ketentuan 
produk dan/atau layanan kepada Konsumen.  
(2) Syarat... 
digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id
   - 6 - 
 
(2) Syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:  
a. rincian biaya, manfaat, dan risiko; dan 
b. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan di Pelaku 
Usaha Jasa Keuangan. 
 
Pasal 12 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menginformasikan kepada 
Konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan 
ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian 
mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.  
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat 
dan ketentuan atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan. 
(3) Dalam hal Konsumen tidak menyetujui perubahan terhadap 
persyaratan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), maka Konsumen berhak memutuskan produk 
dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun. 
(4) Dalam hal Konsumen sudah diberikan waktu untuk 
menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan Konsumen tidak memberikan pendapatnya maka Pelaku 




Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyusun pedoman penetapan 
biaya atau harga produk dan/atau layanan jasa keuangan. 
 
Pasal 14 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyelenggarakan edukasi 
dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen 
dan/atau masyarakat. 
(2) Rencana penyelenggaraan edukasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib disusun dalam suatu program tahunan dan 
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan rencana 
penyelenggaraan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.  
Pasal 15... 
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Pasal 15 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan akses yang 
setara kepada setiap Konsumen sesuai klasifikasi Konsumen atas 
produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan. 
(2) Klasifikasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan berdasarkan: 
(a) latar belakang Konsumen; 
(b) keterangan mengenai pekerjaan; 
(c) rata-rata penghasilan; 
(d) maksud dan tujuan menggunakan produk dan/atau layanan 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan; atau 




Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memperhatikan kesesuaian 
antara kebutuhan dan kemampuan Konsumen dengan produk 
dan/atau layanan ditawarkan kepada Konsumen. 
 
Pasal 17 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang menggunakan strategi 
pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan Konsumen 
dengan memanfaatkan kondisi Konsumen yang tidak memiliki pilihan 
lain dalam mengambil keputusan. 
 
Pasal 18 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat menjual produk dan/atau 
layanan dalam satu paket dengan produk dan/atau layanan lain 
(bundling product/service). 
(2) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menjual produk 
dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka : 
a. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memaksa Konsumen 
untuk membeli produk dan/atau layanan lain dalam paket 
produk dan/atau layanan tersebut; dan  
b. Konsumen dapat memilih penyedia produk dan/atau layanan 
lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut.   
(3) Dalam hal produk dan/atau layanan lain dalam paket produk 
dan/atau layanan yang ditawarkan merupakan pilihan 
          Konsumen... 
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Konsumen, maka risiko atas pilihan tersebut menjadi tanggung 
jawab Konsumen.  
 
Pasal 19 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang melakukan penawaran produk 
dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui 
sarana komunikasi pribadi  tanpa persetujuan Konsumen.  
 
Pasal 20 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencantumkan dan/atau 
menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi produk 
dan/atau layanan:  
a. nama dan/atau logo Pelaku Usaha Jasa Keuangan; dan 
b. pernyataan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan terdaftar 
dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. 
(2) Dalam hal penjualan produk dan/atau layanan hanya dapat 
dilakukan oleh orang perorangan yang terdaftar di Otoritas Jasa 
Keuangan, dalam penawaran atau promosi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan pernyataan bahwa 




Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, 




(1) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian 
baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
(2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku 
Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik. 
(3) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang: 
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen; 
    b. menyatakan... 
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b. menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak 
menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh 
Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli; 
c. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku 
Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas 
barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan 
sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan; 
d. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya 
kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh 
Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha 
Jasa Keuangan; 
e. memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk 
mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau 
mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek 
perjanjian produk dan layanan; 
f. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, 
tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara 
sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa 
Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang 
dibelinya; dan/atau 
g. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku 
Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, 
hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan 
yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran. 
 
Pasal 23 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan, agen penjual, dan 
pengurus/pegawai dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib 
menghindari benturan kepentingan antara Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan dengan Konsumen.  
(2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan informasi 




Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan layanan khusus 
kepada Konsumen dengan kebutuhan khusus. 
          Pasal 25... 
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Pasal 25 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga  keamanan simpanan, 
dana, atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku 
Usaha Jasa Keuangan. 
 
Pasal 26 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan tanda bukti 
kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan kepada 




Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan laporan kepada 
Konsumen tentang posisi saldo dan mutasi simpanan, dana, aset, 
atau kewajiban Konsumen secara akurat, tepat waktu, dan dengan 
cara atau sarana  sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen. 
 
Pasal 28 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melaksanakan instruksi 
Konsumen sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 29 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian 
Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, 
pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak 
ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.  
 
Pasal 30 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencegah pengurus, 
pengawas, dan pegawainya dari perilaku: 
a. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak 
lain, 
b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana 
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, 
yang dapat merugikan Konsumen. 
       (2) Pengurus... 
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(2) Pengurus dan pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib 
mentaati kode etik dalam melayani Konsumen, yang telah 
ditetapkan oleh masing-masing Pelaku Usaha Jasa Keuangan. 
(3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab kepada 
Konsumen atas  tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang 
bertindak untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.  
 
Pasal 31 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, 
memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya 
kepada pihak ketiga.  
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan 
dalam hal: 
a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau 
b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 
(3) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperoleh data 
dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok 
orang dari pihak lain dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan akan 
menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk 
melaksanakan kegiatannya, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib 
memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah 
memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau 
sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau 
informasi pribadi dimaksud kepada pihak manapun, termasuk 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan.  
(4) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas 
pengungkapan data dan atau informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a dilakukan secara tertulis oleh Konsumen 
dalam bentuk surat pernyataan. 
 
Pasal 32 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan melaksanakan 
mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi 
Konsumen. 
(2) Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Konsumen. 
 
Pasal 33 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang mengenakan biaya apapun 
kepada Konsumen atas pengajuan pengaduan. 
          Pasal 34... 
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Pasal 34 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melaporkan secara berkala 
adanya pengaduan Konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan 
penyelesaian pengaduan Konsumen dimaksud kepada Otoritas 
Jasa Keuangan, dalam hal ini Kepala Eksekutif yang melakukan 
pengawasan atas kegiatan Pelaku Usaha Jasa Keuangan. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling 
lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap 3 (tiga) bulan. Apabila 
tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian 
laporan dimaksud dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari 
libur dimaksud. 
Pasal 35 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan 
menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah 
tanggal penerimaan pengaduan. 
(2) Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan 
paling lama 20 hari kerja berikutnya. 
(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: 
a. kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang menerima 
pengaduan tidak sama dengan kantor Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan tempat terjadinya permasalahan yang diadukan 
dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut; 
b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Konsumen 
memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan; dan/atau 
c. terdapat hal-hal lain di luar kendali Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam transaksi keuangan yang 
dilakukan oleh Konsumen. 
(4) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan secara 
tertulis kepada Konsumen yang mengajukan pengaduan sebelum 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir. 
 
Pasal 36 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau 
fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang 
diajukan Konsumen. 
  (2) Kewenangan... 
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(2) Kewenangan unit kerja dan/atau fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib diatur dalam mekanisme pelayanan dan 
penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32. 
(3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menunjuk 1 (satu) orang 
pegawai di setiap kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk 
menangani penyelesaian pengaduan Konsumen. 
 
Pasal 37 
Dalam hal pengaduan Konsumen terkait transaksi atau kegiatan 
melibatkan pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang memiliki 
kewenangan untuk menangani pengaduan atau pegawai Pelaku 
Usaha Jasa Keuangan yang menyelesaikan pengaduan tersebut, 




Setelah menerima pengaduan Konsumen, Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan wajib melakukan:  
a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, 
dan obyektif; 
b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; 
dan 
c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi 
(redress/remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika 
pengaduan Konsumen benar. 
 
Pasal 39 
(1) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, 
Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan atau melalui pengadilan. 
(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian 
sengketa. 
(3) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui 
lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Konsumen dapat  menyampaikan permohonan 
kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian 
pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku 
Usaha Jasa Keuangan.  
 
          BAB III... 
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BAB III 
PENGADUAN KONSUMEN DAN PEMBERIAN FASILITAS 
PENYELESAIAN PENGADUAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN 
Pasal 40 
(1) Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi 
sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan 
Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan. 
(2) Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan 
pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan 
peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan 
kepada Otoritas Jasa Keuangan.  
(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini 
Anggota Dewan Komisioner yang membidangi edukasi dan 
perlindungan Konsumen.  
 
Pasal 41 
Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen oleh Otoritas 
Jasa Keuangan dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi 
sengketa di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
40 ayat (1) dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. Konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh: 
1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang Perbankan, Pasar 
Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, 
Perusahaan Gadai, atau Penjaminan, paling banyak sebesar 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 
2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang asuransi umum 
paling banyak sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima 
puluh juta rupiah); 
b. Konsumen mengajukan permohonan secara tertulis disertai 
dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengaduan; 
c. Pelaku Usaha Jasa Keuangan telah melakukan upaya 
penyelesaian pengaduan namun Konsumen tidak dapat menerima 
penyelesaian tersebut atau telah melewati batas waktu 
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
ini; 
d. pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang 
dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbritrase atau 
peradilan, atau lembaga mediasi lainnya; 
e. pengaduan yang diajukan bersifat keperdataan; 
       f. pengaduan... 
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f. pengaduan yang diajukan belum pernah difasilitasi oleh Otoritas 
Jasa Keuangan; dan 
g. pengajuan penyelesaian pengaduan tidak melebihi 60 (enam 
puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian 
Pengaduan yang disampaikan Pelaku Usaha Jasa Keuangan 
kepada Konsumen. 
Pasal 42 
Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 
merupakan upaya mempertemukan Konsumen dan Pelaku Usaha 
Jasa Keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara 
mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian. 
 
Pasal 43 
Otoritas Jasa Keuangan menunjuk fasilitator untuk melaksanakan 
fungsi penyelesaian pengaduan. 
 
Pasal 44 
Otoritas Jasa Keuangan memulai proses fasilitasi setelah Konsumen 
dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan sepakat untuk difasilitasi oleh 
Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam perjanjian fasilitasi 
yang memuat: 
a. kesepakatan untuk memilih penyelesaian pengaduan yang 
difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan 
b. persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan fasilitasi yang 
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 
 
Pasal 45 
(1) Pelaksanaan proses fasilitasi sampai dengan ditandatanganinya 
Akta Kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 
(tiga puluh) hari kerja sejak Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan menandatangani perjanjian fasilitasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 44. 
(2) Jangka waktu proses fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja 
berikutnya berdasarkan Akta Kesepakatan Konsumen dan Pelaku 
Usaha Jasa Keuangan. 
 
 
          Pasal 46... 
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Pasal 46 
(1) Kesepakatan antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan 
yang dihasilkan dari proses fasilitasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45 dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang 
ditandatangani oleh Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan.  
(2) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan antara Konsumen dengan 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan, maka ketidaksepakatan tersebut 
dituangkan dalam berita acara hasil fasilitasi Otoritas Jasa 






(1) Direksi atau pengurus Pelaku Usaha Jasa Keuangan bertanggung 
jawab atas ketaatan pelaksanaan ketentuan Peraturan ini. 
(2) Dewan Komisaris atau pengawas Pelaku Usaha Jasa Keuangan 
melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi 




(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib  memiliki sistem pengawasan 
bagi Direksi atau pengurus dalam rangka perlindungan 
Konsumen. 
(2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib  membentuk sistem 
pelaporan untuk menjamin optimalisasi pengawasan Direksi atau 
pengurus terhadap ketaatan pelaksanaan Peraturan ini. 
 
Pasal 49 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan menerapkan 
kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen.  
(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan 
dalam standar prosedur operasional yang kemudian dijadikan 
panduan dalam seluruh kegiatan operasional Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan. 
      (3) Kebijakan... 
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(3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 




(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki sistem pengendalian 
internal terkait dengan perlindungan Konsumen. 
(2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sekurang-kurangnya mencakup: 
a. kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap 
pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan Konsumen; dan 




PENGAWASAN  PERLINDUNGAN KONSUMEN  
SEKTOR JASA KEUANGAN 
Pasal 51 
(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan kepatuhan 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap penerapan ketentuan 
perlindungan Konsumen. 
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. 
 
Pasal 52 
(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha 
Jasa Keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan 
Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51,  Otoritas Jasa 
Keuangan berwenang meminta data dan informasi dari Pelaku 
Usaha Jasa Keuangan berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan 
perlindungan Konsumen.  
(2) Permintaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 






          BAB VI... 
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(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar 
ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini 
dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:  
a. Peringatan tertulis; 
b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang 
tertentu; 
c. Pembatasan kegiatan usaha; 
d. Pembekuan kegiatan usaha; dan 
e. Pencabutan izin kegiatan usaha. 
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, 
huruf d, atau huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa 
didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a. 
(3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat 
dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan 
pengenaaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
huruf d, atau huruf e. 
(4) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan 
tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk 
setiap sektor jasa keuangan. 
(5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
masyarakat. 
 
BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 54 
Perjanjian baku yang telah dibuat oleh Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 22 paling lambat pada saat berlakunya Peraturan 




          BAB VIII... 
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Ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang mengatur perlindungan 
Konsumen di sektor jasa keuangan dinyatakan tetap berlaku 




Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki kelengkapan internal 
untuk melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling 
lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan ini diundangkan. 
 
Pasal 57 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 1 (satu) 
tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 26 Juli 2013 
 
 
KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN, 
 
                Ttd.  
MULIAMAN D. HADAD 
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2013         
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Pasal 4 UU OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan 
tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan 
terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu 
mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan 
mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 
Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi 
informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat 
kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal 
produk maupun kelembagaan. Beberapa hal yang menjadi perhatian Otoritas Jasa 
Keuangan diantaranya pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi 
(konglomerasi), praktik perlindungan Konsumen yang sama di semua sektor jasa 
keuangan, tindakan yang mencerminkan moral hazard dan belum optimalnya 
perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan. 
Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan 
sistem perlindungan Konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan 
Konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai 
pentingnya perlindungan Konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan 
masyarakat pada sektor jasa keuangan. 
Hasil nyata yang diharapkan antara lain Pelaku Usaha Jasa Keuangan 
memperhatikan aspek kewajaran dalam menetapkan biaya atau harga produk 
dan/atau layanan, fee-based pricing minimum yang tidak merugikan Konsumen, 
serta kesesuaian produk dan/atau layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan dan 
kemampuan Konsumen.  
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Penerapan market conduct diterapkan secara seimbang antara 
menumbuhkembangkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan 
kewajiban Konsumen untuk meningkatkan kepercayaan Konsumen. Market Conduct 
adalah perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam mendesain, menyusun dan 
menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau 
layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan. 
Sehubungan dengan itu, upaya perlindungan Konsumen dan/atau masyarakat 
diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan 
dari investor dan Konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor 
jasa keuangan (Market Confidence); dan Kedua, memberikan peluang dan 
kesempatan untuk perkembangan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan secara adil, 
efisien dan transparan dan di sisi lain Konsumen memiliki pemahaman hak dan 
kewajiban dalam berhubungan dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai 
karakteristik, layanan, dan produk (Level Playing Field). Dalam jangka panjang, 
industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu 
peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima 
terhadap pelayanan jasa keuangan. 
 
II. PASAL DEMI PASAL  
 
Pasal 1  
Cukup jelas 
 
Pasal 2  
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “transparansi” dalam huruf ini adalah 
pemberian informasi mengenai produk dan/atau layanan kepada 
Konsumen, secara jelas, lengkap, dengan bahasa yang mudah 
dimengerti 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “perlakuan yang adil” dalam huruf ini adalah 
perlakuan Konsumen secara adil dan tidak diskriminatif (Diskriminatif 
adalah memperlakukan pihak lain secara berbeda berdasarkan suku, 
agama dan ras).  
Huruf c 
Yang dimaksud dengan “keandalan” dalam huruf ini adalah segala 
sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, 
prosedur, infrastuktur, dan sumber daya manusia yang andal. 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan “kerahasiaan dan keamanan data/informasi 
Konsumen” dalam huruf ini adalah tindakan yang memberikan 
perlindungan... 
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perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau 
informasi Konsumen, serta hanya menggunakannya sesuai dengan 
kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh Konsumen, kecuali 
ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. 
Huruf e 
Yang dimaksud dengan “penanganan pengaduan” dalam huruf ini 
adalah pelayanan dan/atau penyelesaian pengaduan.  
Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa” adalah melaksanakan 

























Sebagai contoh kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan tidak 
menyampaikan alasan penolakannya adalah sebagai berikut: 
Calon Konsumen tabungan yang setelah dilakukan due dilligence 
ternyata diindikasikan terlibat tindak pidana pencucian uang maka 
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pelaku 
Usaha Jasa Keuangan tidak diwajibkan untuk memberikan alasan 
penolakan (ketentuan anti tipping off). 
Pasal 7... 
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Yang dimaksud dengan “bahasa lain” dalam ayat ini adalah bahasa yang 
dapat digunakan yaitu bahasa daerah atau bahasa asing yang mudah 
dimengerti oleh Konsumen. 





Yang dimaksud dengan “bahasa asing” di ayat ini adalah bahasa asing 





























Sebagai contoh larangan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam 
memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan 
biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen adalah sebagai berikut: 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan Bank mempunyai fasilitas short message 
system banking yang diberikan kepada nasabahnya tanpa persetujuan 













Yang dimaksud dengan “perubahan” dalam ayat ini adalah perubahan 
yang meliputi penambahan dan pengurangan manfaat, biaya, risiko, 
syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau 
perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan. 
Penyampaian informasi dapat dilakukan menggunakan sarana fisik 
maupun elektronik, baik secara langsung kepada setiap Konsumen 




Yang dimaksud dengan “Konsumen dianggap tidak menyetujui” dalam 
ayat ini adalah Konsumen yang menyatakan tidak setuju dalam waktu 
30 hari kerja. Dalam hal Konsumen tidak setuju maka Konsumen tidak 
dikenakan ganti rugi atau penalti. Sebagai contoh, deposito yang terjadi 
perubahan suku bunga di tahun berjalan masa deposito sehingga 
apabila Konsumen tidak setuju maka Konsumen dapat memutuskan 
produk dan/atau layanan tanpa dikenakan penalti.  
Ayat (4) 
Cukup jelas 
 Pasal 13... 
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Dalam menetapkan biaya atau harga produk dan/atau layanan jasa 
keuangan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperhatikan kewajaran biaya 
atau harga, dengan tetap mempertimbangkan aspek komersial dan 
persaingan sehat dalam melakukan usaha.  
Pasal 14 
Ayat (1) 
Penyelenggaraan edukasi dimaksudkan untuk meningkatkan literasi 
keuangan yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan akses di 
sektor jasa keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat 
Ayat (2) 
Pada prinsipnya laporan mengenai rencana penyelenggaraan edukasi 
dilaporkan setahun sekali yang pelaporannya diusahakan dijadikan satu 
dengan pelaporan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan 
misalnya pelaporan yang dilakukan oleh Perbankan dalam Rencana 
Bisnis Bank (RBB).  
Penyampaian laporan tentang rencana penyelenggaraan edukasi dapat 












Sebagai contoh memperhatikan kesesuaian dengan kebutuhan dan 
kemampuan Konsumen antara lain adalah sebagai berikut: 
Konsumen yang diperhatikan sesuai dengan kebutuhan yang ditujukan 
untuk Konsumen yang menempatkan dananya atau kreditur (suitability) 
sedangkan Konsumen yang diperhatikan sesuai dengan kemampuan yaitu 











Sebagai contoh, Konsumen yang sedang mengalami musibah anaknya sakit 
dan Konsumen sedang tidak mempunyai uang, pada saat yang bersamaan 
Konsumen ditawari oleh pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan Kredit Tanpa 
Agunan karena Konsumen tidak memiliki uangnya untuk biaya rumah sakit 










Contoh ketentuan pada huruf b ini adalah Perusahaan 
Pembiayaan menawarkan paket layanan pembiayaan pembelian 
kendaraan bermotor dengan menambahkan layanan asuransi 
kerugian yang bekerja sama dengan Perusahaan Asuransi A.  
Perusahaan Pembiayaan dimaksud tidak dapat memaksa 
Konsumen untuk memilih layanan asuransi dari Perusahaan 
Asuransi A, namun Konsumen dapat memilih layanan asuransi 





Yang dimaksud dengan “sarana komunikasi pribadi” dalam ayat ini adalah 
sarana komunikasi yang bersifat personal misalnya antara lain email, short 







Yang dimaksud dengan “terdaftar” pada huruf ini adalah 
memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran, pengesahan 










Keseimbangan dalam membuat perjanjian, misalnya dalam hal Konsumen 
telah memberikan informasi dan dokumen yang jujur dan tidak menyesatkan, 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyimpan dan menggunakan informasi 
dan dokumen tersebut semata-mata untuk kepentingan Konsumen.  
Keadilan dalam membuat perjanjian, misalnya dalam hal Konsumen telah 
sepakat untuk membayar produk dan/atau layanan dari Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan juga harus memberikan produk 
dan/atau layanan dimaksud sesuai dengan perjanjian. 
Sebagai contoh kewajaran dalam membuat perjanjian, misalnya penetapan 
harga atau biaya yang dikenakan atas produk dan/atau layanan harus sesuai 
dengan biaya yang dikeluarkan. 
 
Pasal 22  
Ayat (1) 
Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah perjanjian 
tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara 
pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau 
layanan kepada Konsumen secara massal. 
Ayat (2) 
 Cukup jelas 
Ayat (3) 
Huruf a 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang mengeluarkan produk 
dan/atau layanan dilarang memuat klausula baku yang 
menyatakan bahwa produk dan/atau layanan yang digunakan 
Konsumen bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan apabila terdapat permasalahan. 
Dalam Perjanjian penerbitan kartu kredit yang menyatakan: 
“Pemegang kartu membebaskan Penerbit Kartu Kredit dari 
tanggungjawab dan pemberian ganti rugi dalam bentuk apapun 
yang mungkin timbul dari dari keluhan, atau gugatan yang 
diajukan oleh pemegang kartu atau kuasanya.” 
Klausula baku ini mengalihkan tanggung jawab yang secara 
hukum merupakan tanggung jawab pelaku usaha, dibebankan 
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Konsumen tidak dapat membatalkan pembelian produk dan/atau 
layanan dan meminta penyerahan uangnya karena produk 
dan/atau layanannya tidak sesuai dengan perjanjian. 
Contoh klausula baku pada perjanjian pengikatan jual beli 
rumah, yang menyatakan bahwa: 
“booking fee berlaku 7 hari dan apabila lewat 7 hari tidak 
melakukan pembayaran dianggap sudah mengundurkan diri dan 
developer berhak menjual kembali barang tersebut.” 
 
Huruf c 
Ketentuan ini menegaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan 
dapat melakukan tindakan sepihak atas benda yang diagunkan 
oleh Konsumen, jika antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan terikat perjanjian tersendiri yang bersifat accessoir 
terhadap perikatan pokok tentang pembelian produk dan/atau 
layanan jasa keuangan.  
Contoh: 
Jika dalam pembiayaan kendaraan bermotor yang dibebani 
dengan jaminan fidusia, Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat 
melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan 
fidusia, tanpa persetujuan dari Konsumen pembiayaan, karena 




Contoh dari klausula baku yang dilarang pada huruf ini adalah: 
“Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya dimana 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa suatu 
kerusakan atau kerugian secara langsung maupun tidak 
langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang 
dikecualikan diatur dalam ketentuan ini, maka merupakan 
kewajiban Konsumen untuk membuktikan sebaliknya.” 
Klausula baku semacam ini bertentangan dengan asas hukum 







Contoh dari klausula baku yang dilarang pada huruf ini adalah: 
Perjanjian... 
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Perjanjian pembukaan rekening baru di Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan, yang menyatakan: 
“Tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada Pelaku 
Usaha Jasa Keuangan beserta segala perubahan menjadi satu 
kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir aplikasi rekening 
ini.” 
Berdasarkan asas kepatutan, para pihak terikat pada syarat-
syarat perjanjian yang seharusnya sudah diketahui sebelumnya. 
Para pihak tidak mungkin dapat mengetahui dan memahami 
syarat-syarat yang belum ada. 
 
Huruf g 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan apabila melakukan pembebanan 
hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan atas produk 
dan/atau layanan yang dibeli Konsumen secara angsuran, harus 









Yang dimaksud dengan “kebutuhan khusus” dalam pasal ini khusus dibatasi 
pada tuna netra, tuna rungu, dan usia lanjut dengan umur 60 tahun atau 
lebih. 
Yang dimaksud dengan “layanan khusus” dalam pasal ini antara lain adalah 




















Yang dimaksud dengan “kesalahan dan/atau kelalaian” pada pasal ini adalah 
kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha Pelaku 
Usaha Jasa Keuangan, baik yang dilaksanakan oleh pengurus, pegawai 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk 





























Pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ini termasuk jika setelah menerima pengaduan dari Konsumen 
terjadi sengketa, yaitu perbedaan pendapat antara Konsumen dan 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang terkait dengan pelaksanaan hak dan 















Pelaporan dilakukan dalam bentuk laporan tertulis dan/atau melalui 
mekanisme sistem yang terintegrasi yang disediakan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan. 
Sebagai contoh, jika Bank Kustodian menerima pengaduan dari 
Konsumen, nasabah pemegang rekening Efek, maka laporan beserta 






















Yang dimaksud dengan mengajukan dokumen dalam ayat ini adalah 
pengajuan dokumen secara langsung datang ke kantor Pelaku Usaha 































































































 Pasal 49... 
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Jenis sanksi administratif ini merupakan jenis sanksi yang dapat 
dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelanggaran 
Peraturan OJK ini, dengan memperhatikan aspek pembinaan terhadap 






















Yang dimaksud dengan “kelengkapan internal” pada ayat ini antara lain  
pedoman penetapan biaya atau harga produk dan layanan jasa keuangan, 
kode etik pelayanan Konsumen, peraturan tentang mekanisme pengaduan 
konsumen, standar prosedur operasi mengenai kebijakan dan prosedur 
tertulis perlindungan Konsumen, sistem pengendalian intern terkait dengan 
perlindungan Konsumen, serta unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani 
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